SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPU TUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UN T IM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

ICOMISI PEIAILIHAN UMUM KA}#UPATEN KLATEN,

i Menimbang : a babwn untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf ¢ dan
hurt f 1 “Jndang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemil han Umum,;

b. bahwu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi
Pemilhan Umum Nomor 68 Tabun 2009 tentang, Peaoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Dacrah dan Wakil
Kepala Daerah;

¢ bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tat.un 2010.

Mengingat : 1. Undanz-Undang Nomor 13 T'ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2008
Nomsr 59, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4844);

L%

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




13.

15,

16.

Unlang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kenendudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomno' 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Penvilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomo' 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo *4721); 2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02,
Tanibnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Undi rg-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggcta Dewan Perwak’lan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewar:  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Noraor 4836);

Undeng-Undang  Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Ferwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 5043);

Peratwan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, \dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lemburan
Negara Republik Indonesia Nomor 4 365);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoinan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengnn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

Perztran Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Uroum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Kowmisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahnun 2008;

Percturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pcmilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sckretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peratiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Thun 2008 tentang
Kod: Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah:
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Memperhatikan
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Perati ran Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2007 tentang
Pecoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Keramatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Peryingutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepila Daerah;

Peri uran Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang
Pecomar. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam
Pemilihan Umum Kepala 1)aerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang
Penctcpan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pencistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepila Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Periuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang
Pedcman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Diftar Pemilih dalam
Per1 linan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Perituran Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Pe.onan Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah don
Waxil Kepala Daerah,

Puusan Mahkamah Konstit&i Nomor : 17/PUU-VI1/2008;
Pu usan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 4/PUU-VII/2009:
Pu usan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-1025
Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  132.33-1026
Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Surat Edaran Mahkamuh Agung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat
Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Noior : SE-015/01/12/
2009 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengumuman
Lapor.n Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;,

Keputisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01
Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;

Kerut ;san Komisi Pemilihan Umnm Kabupaten Klaten Nomor 07
Tehun 2010 tentang Penetapan .umlah Syarat Dukungan Calon
Perscorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kliten Tahun 2010;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 08
Tahun 2010 tentang Penetapan Syarat Jumlah Perolehan Kursi dan
Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umun: Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;

“ e



1. Keputusan Rapat Pleno 1lomisi Pemilihan Unum Kabupaten Klaten
tanggal 4 Maret 2010,

. Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakﬂ

: Pedoma ['eknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Klefzn Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
tercantun calam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

: Bentuk dun Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Klaten Tahun 2010, tercantum dalam Lampiran [1, yang merupakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

Bupaii Klaten Tahun 2010;
KEDUA

Keputusan ini;
KETIGA

bagian ‘ab. terpisahkan dari Keputusar. ini;
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dltctapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Klaten
Padh tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUK!/M

\U(J =N

WAHYU AGUSTINI




Lampiran 1 :  Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 14:Tahun 2010
Tanggal : 4 Maret 2010

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN U /AUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

ki

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten terdiri dari
beberapa kegiatan yang harus dilakukan dein dipeauhi oleh pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten yai : akan mendaftarkan diri. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :

a.  Pengumuman pencelonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Pasangan Calon
Perseorangun;

b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Klaten dan PPS;

¢. Verifikasi terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;

d. Pengumuman pendaftaran Pasangan Culon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai
Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorgngan;

e. Pendaftaran Pasaagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partal

Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dan pemenuhan persyaratan
pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;

f.  Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian
kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi
yang berwenang;

g. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;

h. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Kcmisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten, Panitia Pemililian Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pimpinan Partai Politik
vang akan mengajukar nasangan calon dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan
pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Klaten agar pelaksanaannya dapa
berjalan lancar.

I, TUJUAN

1.

)

Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten berjalan lancar.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai
Politik dan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi persyaratan sesual ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,

1. KETENTUAN UMUM

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008.
Pemilihan Umum Buyati dan Wakil Bupati Klaten, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2010 sampai dengan 2015
vang diselenggarakan sccara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan
Pancasila dan Undang-1 ndang Dasar Negara Republik Indcnesia Tahun 1945,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Klaten yang selanjutnyva disebut DPRD Kabupaten Klaten.
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IV,

4. Komisi Pemilihan Umun: Katupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Klaten
adalah Lembaga Penyclenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Partai Politik adalah Iartai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana
dimaksud dalam Undar g-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-
‘Undang Nomor 10 Tehun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

~ Rakyvat, Dewan Perwakilun Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti
Pemilu Anggota DPRD K abupaten Klaten Tahun 2009,

6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPR ) Kabupaten Klaten Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) . asangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahvn 2010.

7. Pimpinen Partai Politk adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain sesuai dengan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang
bersangkutan,

Ty

8. Pasangan Calon Perscorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten yang didukun: oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pasangan Calon Bupat: dan Wakil Bupati Klaten yung selanjutnya disebut Pasangan Calon
adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuln
persyaratan.

10. Tim Pelaksana Kamparye yang selanjutnva disebut Tim Kampanye adalah tim yang
dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
ying mengusulkan. atau Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPUI
Kabupaten Klaten bersamaan dengan penduftyran pasangan calon yang bertugas dan
berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas
pelaksanaan teknis peryelenggaraan kampanye.

I1. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan
keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Klater yang bersifat formal.

12. Verifikasi dukungan adalah penelitian mengenai keabsahan pernya.aan dukungan, fotokopi
kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya
dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung
yvang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wiluyah yang bersangk itan atau tidak adanya
pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

13, Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
lebih yang dibuktikan lengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin,

14, Tim Dokter Pemeriksa Khusus adalah Tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Klaten atas
rekomendasi lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan
jusmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

|, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

TATA CARA PENCALONAN
I. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

2. Persyaratan Peagajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik

1) Bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gaburgan partai politik
secara berpasagan.

(]




2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan

3)

8)

calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Memperolel  kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Tahun 2009 sekurang-kurangnya 1% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi
DPRD Kabupaten Klaten; atau

b) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten

Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Tahun 2009

Penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a)
dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten dengan
angka 15% (litna belas perseratus), apabila hasil Hagi jumlah kursi menghasilkan
angka pecahan, perolehan 15% (lima be'as perseratus) dari jumlah kursi dihitung
dengan pembulatan ke atas.

Penghitungan perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b)
dilakukan lengan ciara mengalikan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 dengan angka 15% (lima belas
perseratus).

Gabungan Partai I'olitik yang mengajukan Pasangan calon merupakan :

a) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten; atau

b) Gabungan Purtai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten
dengan Par ai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten;
atau

¢) Gabungan l'artai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten.

Dalam hal pasangan calon didaﬁarkq.n oleh Gabungan Partai Politik. harus
memenuhi persvaratan sebagai berikut :

a) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten dilakukan
dengan cari. menjumlahkan perolehan kursi atau perolehan suara sah gabungan
Partai Polit k tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

b) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten dengan
Partai Politil yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten, dengan
cara menjumlalkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan
menghitung/menetapkan persentasenya.

¢) Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten,
dilakukan Jdengan cara menjumlahkan perolzhan snara sah gabungan Partai
Politik ters:but dan menghitung/menetapkan persenlasenya.

Data perolehan kursi dan data perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu
Angeota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 adalah :

a) Data perolehan suara sah sebagaimana tzrcantum dalam Lampiran [ Keputusan
KPU Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan
Suara Sah 'artai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Pemilihan | 'mum Tahun 2009.

b) Data perolchan ursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
KPU Kal npaten Klaten Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009.

Perolehan jumlah kursi atau akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada
angka 2) huruf a) dan huruf b) Jitelapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten
Klaten Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Syarat Jumlah Perolehan Kursi
dan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Bupati dan Wikil Bupati Klaten Tahun 2010.




9)  Keputusan KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud angka 8) disampaikan
kepada Pimpinin Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Klaten Tahun 2009 dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten sebelum
pendaftaran bak:| pasangan calon.

10) Perolehan jumlah kursi minimal sebagai persyaratan pengajuain bakal pasangan
calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud
angka 2) huruf a\ adalah 8 kursi.

I'1) Perolehan akunwulasi suara sah sebagai persyaratan pengajuan bakal pasangan
calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud
angka 2) huruf b) adalah 98.833 suara sah.

12) Partai politik atau gabungan partai politik dalam memenuhi persyaratan untuk
mengusulkan pasangan calon, hanya dapat menggunakan salah satu persentase
perolehan kurs DPRD Kabupaten Klaten atau persentase perolehan suara sah
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten ‘Tahun 2009.

13) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal
pasangan calon

14) Bakal pasangar calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah diusulkan oleh
partai politik atcu gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai
politik atau gabungan partai politik lainnya.

13) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan
calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,
tidak boleh menarik dukungannya,

1€) Apabila partai politik atau gabungar. pertai politik sebagaimana dimaksud pada
angka 14) men: rik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai
politik atau gabungan partai politik dih\nggap tetap mendukung bakal pasangan
calon tersebut.

17} Proses penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai
dengan mekanis ne yang berlaku dalam internal y artai politik atau gabungan partai
politik.

18) Dalam proses junetapan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai
politik wajib ni:mperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perscorangan

1) Jumlah penduouk Kabupaten Klaten tercantum dalam Keputusan Bupati Klaten

Nomor 470/8 /27 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten sebanyak

1.461.802 (satv juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua) jiwa.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-l/ndang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Femerintahan Daerah, jumlal penduduk lebih dari 1.000.000 (satu
juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus);

(]

3) Jumlah syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Kcputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penetapan
Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, sebanyak 43.854 (empat pulub tiga ribu
delapan ratus lima puluh empat) jiwa.

4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tersebar di lebih dari 50%

(lima puluh pcrseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu sekurang-

kurangnya tersebar di 14 (empat belas) kecamatan.

Keputusan KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 3)

didasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten

Klaten pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana tercai tum dalam Keputusan

Bupati Klaten Nomor 470/66/27 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten.
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)

7)

8)

8)

9

Dukungan untuk pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Klaten dibuat dalam  bentuk surat dukungan disertai dengan  daftar nama

pendukung dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih

berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat dukungan sebagaimana dimasud angka 6) dibuat dengan format excel dalam

bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (sofic u,uy) yang disimpan dalam

bentuk keping cakram (compact disk/CD).

Surat keterangar tanda penduduk sebagaimana angka 6) meliputi :

a) Kartu Keluarga; atau

b) Paspor; atau

¢) Surat [jin Mengemudi (SIM); atau

d) Surat keterangan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabdt yang
berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa.

Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap

berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau

sudah/pernah k win dan terdaftar sebagai pemilih i wilayah Kabupaten Klaten,

Anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas Kecamatan, Pangawas

Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak dapat

memberikan dukungan sebagaimana dimaksud angka 6).

Persyaratan Bakal Pasangan Calon.

1)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah Warga Negara Republik Indonesia
yang memenuhi syarat ;

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahg Esa,

L) Setia kepacla Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-"ndang Dasar Negara
Republik [~donesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan
kepada Neara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

¢) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
dan/atau sederajat,

d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada tanggal batas
akhir pend iftaran.

¢) Sehat jasnani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyelirn dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus.

[)  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
vang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

g)  lidak sed: ng dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,

h) Mengenal saerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahna.
1) Menyerahk n daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

1) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara.

k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperolen kekuatan hukum tetap.

I)  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
mempunya NPWP wajib mempunyai bukti pembayaraan pajak.

m) Menyerahan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwavat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.



n) Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota dan Waki' Bupati/Wakil
Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan
ketentuan :

(1) penghitungan 2 (dua) kali masa jahatan dihitung berdasarkan jumlah
pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama
5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2
(dua setengah) tahun, dan sebaliknya.

(2) dalam jabatan yang sama adalah jabatan bupati/ valikota dengan
bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil
bupati/wakil walikota, -

o) Tidak dalam status sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.

2) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPR,
Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kaouputen/Kota, Angj:ota Bawaslu, Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten berlaku ketentuan
sebagai berikut :

a) Bupati/Wa.il Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh
Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Caion Perseorangan untuk menjadi
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten harus menjalani cuti di luar
tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.

b) Anggo'a DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik
atau Culon Perseorangan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati
Klaten harux menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan
DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD ﬁ‘abupatcnfi(om.

c) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu,
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten 'Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik me 1jadi calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, wajib berhenti dari
keanggotain KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu,
Panitia  Pengawas  Pemilu  Provinsi  dan  Panitia  Peagawas  Pemilu
Kabupaten/Kota sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Klaten dari DPRD Kabupaten Klaten kepada KPU
Kabupater Klaten.

d) Anggota <PU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu,
Panitia T'engawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Pasargan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten dari perseorangan wajib berhenti dari keanggotaan KPU,
KPU Provirsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas
Pemilu TP'rovinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sejak
pengumurian pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan
dilaksanak:in oleh KPU Kabupaten Klaten.

3)  Dalam hal bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakul.an tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau
lebih. Fetentuan angka 1) huruf f) tidak berluku, dengan ketentuan melampirkan :
a) surat kelerangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan

menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka
waktu paling sedikit 5 (lima) thhun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

b) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah
memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai
status yan, bersangkutan;

¢) surat Keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai
kelakuan Laik dan dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

-6




2, KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
a. Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik meliputi :
1) Surat Pencalonan (Model B-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
atau para Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bergabung untuk

a)

b)

¢)

d)

mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1) dilampiri dengan :

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam
Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 1-KWK),
ditandatangani  oleh masing-masing Pimpinan  Partai Politik tingkat
Kabupaten '{laten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan
pasangan calon dan dibubuhi stempel.

Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-KWK), ditandatangani
olch Pimpinan  Partai Politik tingkat Kabupaten Kla‘en yang mendaflarkan
pasangan calon dan dibubuhi stempel.

Surat Pervataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan
Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 3-KWK),
ditandatan :ani  oleh masing-masing Pimpinan  Partai Politik tingkat
Kabupaten <laten yang bersepakat menggabunpgkan diri untuk mendaftarkan
pasangan cilon dan dibubuhi stempel.

Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur
mekanisme pen aringan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
dilengknpi 13erite Acara proses penjaringan dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.

Surat Keputusan tentang Kepengirusan Partai Politik yang mengajukan
Pasangan Calon.

Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan
elektronik soft-copy tersimpan dalam keping cukram (compact disk/CD),
ditandatan 2.ni oleh Pasangan Calon.

b. Kelengkapan Persvaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan
meliputi :
1) Surat pencalonin (Model B-PKWK-KPU) ditandatangani Pasangan Calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00 yang dilampiri dengan ;

a)

b)

¢)

i)

Berita Ac wa Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Terhadap Dukungan Bakal
Pasangan C alon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh
PPK (Model BA 1-PKWK-KPU).

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-
PRKWEK-K P,

Berita Acua Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal
Pasangan (‘alon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten
Klaten olel* KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah
Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di
Tingkat Kanupaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU).

Naskuh Visi, Misi dan Progrim dari Pasangan Calon secara tertulis dan
eleh tronik/sofi-copy yang tersimpan dalam keping cakram (compact disk/C'D),
ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-
KPU) yang dilampiri dengan :

a)

Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran
| Model B 1-PKWK-KPU) dalam bentuk cetakan (hardeopy) dan data
elektronik (soficopy) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (compact
disk/CD).
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b) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat
Kecamatan (Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU) dalam bentuk cetakan
(hardeopy) dan data elektronik (softcopy) yang disimpan dalam bentuk keping
cakram (compact disk/CD).

Kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan Calon :

1)

3)

4)

n
s

0)

7

8)

9)

10}

11)

12)

Surat  Pernyataan  Kesedinan Menjadi  Bupati  dan - Wakil  Bupati  Klaten
(Model B 2-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.00¢,00.

Surat Pernyataar Tidak Akan Mengundurkan Divi Sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Folitik/Gabungan Partai  Politik
(Model B 3-PRWK-KPU), ditandatangani Calon vyang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00.

Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan (Model B 3. A-PKWK-KPU),
ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

Surat Pernyataar Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih
Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU),
ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi
Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan  Anggota Kepolisian Negara  Repullik  Indonesia
(Model B 4.A-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas

meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi
stempel dinas.

Surat Pernyataan dari atasan ]augsui\g atau pejabat yang mengangkat dan
memberhentikan calon yang berasal dart Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesin dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
menyatakan  Kesediaannya  untuk  memproses  sesuai peraturan  perundang-
undangan, (Lampiran | Model B 4, A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00,
ditandatangani : erta dibubuhi stempel dinas.

Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri
Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai
peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4. A-PKWK-KPU), di atas
meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.

Surat Pernyatian Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.B-PKWK-KPU),
ditandatanganri calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

Surat  Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan scbagai Pimpinan DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

burat Pernyatacn Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di
Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di
alas meterai Ry 0.000,00,

Daftar Riway:1 Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
(Model BB -PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan
ditempeli pas futo berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.

Surat Pernyataa1 Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama
(Model BB 2 PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersanghutan di atas
meteral Rp 6.0 10,00.

Surat  Pernyataan  Bertakwa  Kepada  Tuhan  Yang Maha Esa
(Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6,000,00.



d.

14) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan
Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon
yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

15) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan sccara Jasmani dan Rohani

(Model BB 5-PKWK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan
oleh KPU Kabupaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.

16) Surat Keterange n Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU),
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon,
ditandatangani d:in dibubuhi stempel dinas.

17) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU),
dari Pengadilan T 1111,g1leaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tmggal
calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.

18) Surat Keterang:n Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum
Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara
dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, litandatangani dan dibubuhi
stempel dinas,

19) Surat  Pernyataan  Tidak Sedang Berstatus Sebugai  Penjabat  Gubernur/
Bupati/Walikoti (Model BB 9-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di
atas meterai Rp (.,000,00,

20) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
[ndonesia (Mod:l BB 10-PKWK-KPU), dari Kepala Desa/Lurah yang wilayah

hukumnya melipuii tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel
dinas.

21) Surat Pernyataan Kesediaan Menycrahbﬂn Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk
Diumumkan «viodel BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

22) Tanda Terima “enyerahan Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang

memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK);

Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima

penyampaian S rat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi atas n:ma calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon

menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

24) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenaing:

2
Tad
e

25) Fotokopi ljaza'y yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat
pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;

26) Pasfoto calon vkuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak
4 (empat) lembar terbaru,

Ketentuan  berkenann  dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf ¢ angka 1) huruf ¢) ;

1) Sekurang-kurangnya SLTA atau sedt rajat, pasangan calon wajib melampirkan :
a) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yanp bersangkutan; atau

b) folokopi Surat Tanda Tamat Delajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah
vang bersangkutan; atau

¢) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan
dengan STTB yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas
Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Apama di tingkal
Provinsi/Kubupaten/Kota (di wilayah lembaga itu berada);

d) fotokopi ijuzah SD, SLTP atau sedzrajut yang telah dilegalisasi oleh lembaga
pendidikan yang berwenang.
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6)

7

Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau
sederajat, pasangun calon wajib menyertakan :

a) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau
program studi- bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
yang bersangkutan; atau

b) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisa~i oleh pimpinan
perguruan ‘inggi-swasta; '

¢) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah
berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan
tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah
terjadi perubahan nama perguruan tingginya; '

d) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkulian tidak beroperasi lagi,
maka lega'isasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertais) di
wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;

e) selain mer yertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atan sederajat, pasangan
calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjarg di bawahnya yang
dilegalisasi oleh lembaga yang be~wenang,

Dalam hal sekc lah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain,

maka fotoloni ijuzah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan

Nasional atau Xantor Departemen Agama P'rovinsi/Kabupaten/Kota tempat
sekolah dimaksud pernah berdiri,

Dalam hal ijazah pasangan calon ka\ena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti
ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional
atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu
berdiri,

Dalam hal ija-ah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau  hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersckolah tidak
beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama
Provinsi/Kabup iten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

Apabila terdap: t pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan
calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan ters :but diserahkan
kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan
pengadilan yany telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana
dimaksud pads angka 6) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan
ljazah yang dirunakan pasangan calon pada saa pendaftaran calon dinyatakan
tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi
syarat,

Bagi Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan
oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati Klaten, melan pirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabu aten/Kota (Model BB 12-PKWK- PU).

Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi dan Panit'a Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang
dicalonkan oleh partii politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati
dan Wakil Bupati relampirkan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh
Pejabat berwenang  esuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam hal bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancaii dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
ketentuan angka | huruf ¢ angka 1) huruf f) tidak berlaku, dengan ketentuan
melampirkan

1Y

[

3)

surat keterangin dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan
menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah'memenuhi jangka waktu
paling sedikit § (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah
memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai
status yang bersangkutan;

surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan
baik dan tidak m<lakukan kejahatan yang berulang-ulang.

3, TATA CARA PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

H

Pengajuan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perscorangan

1)

4)

KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati
dan Wakil Rupati Klaten dari pasangan calon perseorangan melalui media massa
dan/atau bentuk media lainnya selama 2 (dua) hari sebelum batas waktu
penyerahan daftar dukungan dari pasangan calon kepada PPS.

KPU Kabupaten Klaten memberitahukan kepada PPK dan PPS mengenai
pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum
penyerahan dafiar dukungan kepada PPS.

Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan
dokumen dukungan calon perseorangap dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan
softcopy (CD) kepada KPU Kabupaten Klaten dalam waktu palin, lambat 21 {(dua
puluh  satu) hari sebelum pendaftaran bakal Pasangar Calon untuk
penyelenggara: n Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3) berupa

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-

KPU) yang dilampiri dengan :

a) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perscorangan
(Lampiran © Model B 1-PKWK-KPU) dibuat dalam 3 (tigu) rangkap, dengan
ketentuan

(1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten;

(2) 1 (sati) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
(3) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.

b) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan
(Lampirar 1 Model B1-PKWK-KPU) sebagaimana dimaksud huruf a)
ditandatangani au cap jempol oleh pendukung dengan ketentuan setiap
lembarnya memuat 25 (dua puluh lima) nama pendukung dan dijilid per-
desa/kelurahar yang diketahui dan/atau disetujui oleh bakal pasangan calon di
atas kertas bermeterai Rp 6,000,00 atau kertas segel.

¢) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat

Kecamatan (Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU) dibuat dalam 2 (dua)
rangkap sl dengan ketentuan :

(1) 1 (satu rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten;
(2) 1 (sa uj rangkap untuk arsip yang bersangkutan.

d) Lampiran fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya
yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya
Kepala 1):sa/Lurah dari masing-masing pendukung Pasangan Calon
Perseorar ¢ in (Lampiran 3 Model B 1-PKWK-KPU).
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€)

f)

Lampiran sebagaimana dimaksud huruf d) disusun/dibendel dengan
penomoran  sesuai dengan nomor yang tercantum dalam Lampitan Daftar
Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dan dijilid per
desa/kelurahan, dan diserahkan kepada PPS dalam waktu paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal Pasangan Calon untuk
penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Surat keterangan identitas kependudukian sebagaiman: dimaksud huruf d)
diperuntukkan bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP
berupa, Kartu Keluarga, SIM, Paspor serta surat keterangan identitas
kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sckurang-
kurangnya Kepala Desa/Lurah, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam
satu dokumun surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

5)  KPU Kabupate 1 Klaten memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan
dengan menggunakan Formulir Tanda Terima Dukungan (Model B 7-PKWK-
KPU).

6) PPS

memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan dengan

menggunakan Formulir Tanda Terima Dukungan (Model B 7.A-PKWK-KPU).
b, Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perscorangan

1) Verifikasi oleh PPS

a)

b)

c)

d)

KPU Kabupaten Klaten menyampaikan pemberitahuan dan menyerahkan
rekapitulas dukungan beserta lampirannya kepada P’PS.

PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a), melaksanakan verifikasi
dokumen ¢ ukungan pasangan caloy perseorangan dan penye.esaian dokumen
berita acari verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen
dukungan diserahkan oleh bakal Pasangan Calon,

Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b).
pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya
terhadap bakal pasangan calon perseorangan.

Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan
dokumen Ilukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b), penarikan
dukungan fersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan
sebagaima o dimaksud pada huruf b), dilakukan melalui verifikasi
administrasi dan faktual.

Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan :

(1) menel i kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung,
noma KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya
yang sah dikeluarkan pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya
lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing
pendukung, dengan mencocokan data yang terdapat pada fotokopi KTP
atau  surat  keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah
dikelvarkan  oleh Pejabat yang berwenang  sekurang-kurangnya
lurah/k epala desa.

(2) apabil: ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud angka (1),
data yong tidak benar tersebut lang sung dikeluarkan dari daftar dukungan,

(3) syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi svarat, apabila :

(a) berupa dukungan ganda;

(b) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung,
i n berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku
I'i3i, ldentitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku

identitas kependuduk.in tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir
hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
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2)

(¢) dalum surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol
pendukung;

(d) ditemukan fakta fotokepi identitas kependudukan, dalam bentuk
sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat identitas
kependudukan  ditemukan sama  berulang-ulang dengan  nama
pendukung yang berbe:lz-beda;

(¢) swat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan
dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
administrasi;

(f) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan
calon atau salah satu bakal pasangan calon;

(g) dalam surat dukungan tercapat nama dan tanda tangan pendukung,
tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung
tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.

(h) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan
nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;

(i) fookopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung
beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat
du lungan itu diverifikasi.

(j) dalam surat dukungan hanya terdapat nama dan tanda tangan
pendukung, tetapi tidak menuliskan alamat dan identitas dengan
lengkap, nama pendukung tersebut dicoret dan fidak memenuhi
syarat administrasi dukungan;

(k) dalam surat dukungan terdapat nama yang berstatus sebagai anggotu
TNI/POLRI, PNS, KPU, RPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK.
PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas
Kccamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesckretariatan
penyelenggara Pemilu;

(1) dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17 (tujuh
belas) tahun/belum pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan
suira,

Verfikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e) dilakukan
setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu dengan melaksanakan kegiatan
pencocokar dan penelitian mengenai kebeniran dukungan terhadap bakal
pasangan cilon perseorangan.

Verifikasi fakiual sebagaimana dimaksud pada huruf g) dilaksanakan selama 9
(sembilan) hari, dengan cara !

(N

PP3 melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung seliap nama
pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon awau dengan
cara °PS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang
sama atau mendatangi alamat pendukung;

pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1), untuk
meminktikan kebenaran dugungan terhadap bakal pasangan calon;

epabily ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang
menya.akan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon,
pendul.ung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak
membe ikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B8-PKWK-
KPU:

terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (3). namanya
dico ¢ dari daftar pernyataan dukungan;

penc i ung yang telah dicoret namanya sebagaimana dimaksud pada
angl a (4) namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon;
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(6) dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan
bakal pasangan calon atau tim yang d’bentuk oleh bakal pasangan calon
di deswkelurahan tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di
desa/ke urahan itu untuk hadir di lokasi tertentu untuk dicek kebenaran
dukun zannya secara kolektif;

(7) tum sebagaimana dimaksud angka (6) dibuktikan dengan surat kuasa dari
bakal pasangan calon dengan menggunakan formulir Model BB 13-
PKWK-KPU;

(8) apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimuksud pada angka (3)
bakal pisangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan
permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir;

(9) penduking yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan
kesempitan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan
dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi;

(10) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana  dimaksud pada
angka (1), pendukung tidak hadir dinyatakan tidak memenuhi syarat;

(1) apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap bakal
pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi
lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap
dinyatakan memenuhi syarat;

(12) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas
kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokoni identitas yang
disertakan meragukan;

(13) apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung
tidak «.i.emukan, dukungan dinyatakan ticak memenuhi syarat;

(14) apabila pendukung tidak ditemukan setelah kunjungan yang kedua,
diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk
membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas
akhir vorifil.asi;

(15) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
angka (14), pendukung tidak hadir dinyatakan tidak memenuhi syarat;

(10) apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang berstatus
sebagai anggota TNFPOLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupatc VKota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten
Klater. Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran
kesekictariatan penyelenggara Pemilu, dukungan diryatakan tidak
meme vihi syarat.

(17) apabila dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17
(tujuh  belas) tahun/belum pernah kawin pada hari dan tanggal
pemungutan suara, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam pe'iksanaan verifikasi faltual sebagaimana dimaksud pada huruf h),

PPS dapa mengangkat petugas verifikasi dari rukun tetangga (RT)/rukun

warga (R\/) setempat sesuai kebutuhan,

Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada huruf i), dibuat berita

acara yany Jitanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua)

hari setela’y batas akhir verifikasi.

Penyusuniin Berita Acara Hasil Verifikasi (Model BA-PKWK-KPU) oleh PPS

dibuat dal um rangkap 4 (empat), dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah

batas akhir verifikasi, dengan ketentuan :

(1) 1 (sutu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing  bakal
pasangan calon;

(2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan
calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta

lampirannya (berkas fotokopi KTP atau surat keterangan identitas
kependudukan);
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(3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten;
(4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

2) Verifikasi oleh FPK

a)

b)

d)

¢)

g)

h)

PPK setelah menerima berita acara hasil verifikasi oleh PPS (Model BA-
PKWK-KPL) dan lampirannya, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
Verilikasi olch PPK sebagaimana dimaksud huruf a) adalah verifikasi jumlah
dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang vang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya
informasi manipulasi dukungan.

Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf b) di'aksanakan paling
lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi
dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK
membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung,

PPK  dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi
dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1) huru® f) ditemukan,
dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.

Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP
atan nomor surat  keterangan  identitas  kependudukan  berbeda,  nama
pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,
setelah dilak ukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.

Setelah mel.ksanakan verifikasi, sebagaimana dimaksud pada huruf b), ¢) dan
d), PPK segera melakukan rekapl{ulas: jumlah dukungan bakal pasangan
calon.

Hasil verifil asi dan rekapitulasi dukungan bakul pasangan calon sebagaimana
dimaksud huruf b), ¢), d) dan e) dituangkan dalam Berita Acara (Model BA |-
PKWK-KPUT) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU)

yang ditancataingani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota PPK.

Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK beserta lampirannya

sebagaimana cimaksud huruf h), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan

ketentuan :

(1Y 1 (satv) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh
bakal -asangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan
pencalenan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

(2) 1 (satu} rangkap disampaikan kepada KPU Kubupaten untuk setiap bakal
pasang n calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan
beserti. lampirannya;

(3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

3) Verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten

a)

b)

KPU Kabusaten Klaten setelah menerima beritu acara hasil verifikasi oleh
PPK (Mou. I BA 1-PKWK-KPU) dan lampirannya (Lampiran Model BA 1-
PKWK-KI'U), segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.

Verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud huruf a)
adalah veri‘ikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari
adanya sescorang yang memberikan dukungan lebih dart 1 (satu) bakal
pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.

KPU Kabupaten Klaten dapat meneliti kembali keinungkinan adanya syarat
adiainistrasi dukungan yang terlewatkin ketika dilakukan proses verifikasi
oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1) huruf ),
ditemukan. dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
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d) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Klaten sebagaimana
dimaksud huruf b) dilaksanakan peling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita
Acara dan lempirannya (Model BA 1-PKWK-KPU dan Lampiran Model BA
1-PKWK-K *U) diterima dari PPK.

e) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada
lebih dari | “satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi
dukungan yang disertai bukti yang dapa dipertanggungjawabkan, KPU
Kabupater  Klaten ‘membatalkan dukungan dengan cara mencorel nama
pendukung.

) KPU Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal
pasangan calon.

g) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana
dimaksud huruf b), ¢), d) dan e) dituangkan dalam Berita Acara (Model BA 2-
PKWIK-KP!]) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU)
yang ditanditangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten.

h) Berita Acaia hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-
PKWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU),
sebagaimana dimaksud huruf g) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan
ketentuan
(1) 1 (satu rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yans digunakan oleh

bakal [asangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan
pencalc nan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klat=n;

(2) 1 (satu’ rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

i) Penyampainn berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU
Kabupaten <laten (Model B 2.PKWK-KPU) beserta lampirannya
(Lampiran Model BA 2-PKW KPU) kepada bakal pasangan calon
dilaksanak:n setelah penyusunan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud huruf h).

i) Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon
perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka walktu
proses verifikasi, pasangan calon tersebut dlinyatakan tidak lagi memenuhi
syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

d.

b.

d.

=

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai

Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan pada tanggal 30 Juni sampai dengan
1 Juli 2010.

Pengambilan formuiir pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai
Politik dan Perseorangan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Klaten,
Jalan Dewi Sartika Nomor 39, Klaten.

Waktu pendaftara 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan
Wwakil Bupati Kla en Tahun 2010 dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2010.

Pendafiaran pas:ngan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik
dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, dari pasangan
calon perseorangan dilakukan oleh pasangan calon yang bersangkutan.

Bakal pasangan c.lon sebagaimana dimaksud PFuruf d, harus hadir pada saal
pendaftaran.

Pendaftaran Tii Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan
calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye ying dibuat pada
1 (satu) bank pemerintah/swasta nasional di wilayah Kabupaten Klaten,

KPU Kabupater Klaen dalam pendaflaran bakal Pasangan Calon dari partai politik
atau gabungan pu.ai politik dan perseorangan, bertugas :

1) Menerima berkas pendaftaran pencalonan dan bakal pasangan calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan Persecrangan.
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7} Mencatat dalam buku registrasi :
a) nama bakal pasangan calon;
b) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
¢) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
3) Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana Jimaksud pada
angka 2).

4) Memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati (Model B 7.B-PKWK-KPU).

Apabila dalam proses pencalonan ternyata tidak ada pasangan calon yang mendaftar
atau hanya terdapat | (satu) pasangan calon yang mendaftar dan/atau memenuhi syarat
dalam jangka waktu yang ditetapkan pada akhir masa pendaftaran pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, proses pendaftaran pasangan calon dibuka
kembali, baik yang «iajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau
perseorangan.

Masa akhir pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana
dimaksud pada huru!"h tanggal 8 Juli 2010.

Pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
sebagaimana dimaksud huruf h, KPU Kabupaten Klaten memperhatikan ketentuan

jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 59 A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
hueul b dan huruf j can diperkirakan berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan.
program dan jadwal penyelenggaraan Pemi{: Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010 yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten perlu melalui prosedur hukum
sebagaimana dimal.cud dalam Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melalui mekanisme
perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2010.

5. TATA CARA PENDAKTARAN

=li

Pendaftaran Bal «l Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik *

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon,
wajib menyerahkan :

1) Surat Pencaloran (Model B-KWK) yang dibubuhi stempel dan ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung,
yaitu Ketua don Sekretaris Partai Politik atau para Ketun dan Sekretaris Partai
Politik atau sebutan lain, yang bergabung urtuk mendaftarkan Pasangan Calon.

2) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam
Pencalonan ’asangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 1-KWK),
ditanda’angani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten
Klaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon
dan dibubuhi stempel.

3) Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-KWK), ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang mendaftarkan pasangan
calon dan dibu. uhi stempel.

4y Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Alas
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B 3-KWK), ditandatangani oleh
masing-mas ng Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bersepakat
menggabuny kan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dun dibubuhi stempel.

5)  Keputusan |'artai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme
penjaringan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi
Berita Acara proses penjaringan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon.
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6) Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten
yang mengajukan Pasangan Calon.

A 7) Maskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dun data
elektronik/sofi-copy tersimpan dalam keping cakram (compact disk/CD), yang
ditandatangani ¢ eh Pasangan Calon,

8) Surat pendaftarn Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim

Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening  khusus  dana
kampanye.

9) Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten
(Model B 2-PL.WK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.001.00.

10) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik
(Model B 3-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.001.90.

11) Surat Pernyatazn Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih
Menjadi Bupui dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU),
ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000.0°.

12) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi
Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan  Anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia
(Model B 4.A-PKWK-KPU), ditancatangani calon yang bersangkutan di atas
meterni Rp 6.100,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi
stempel dinas.

13) Surat Pernyatian dari atasan langsupg atau pejabat yang mengangkat dan
memberhentikin calon yang berasal dad Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
. Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lampiran 1 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00.
ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.

14) Surat Persctujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri
Sipil, Anggota Tentara Nasional Indcnesia, dan Anggofa Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai
peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4. A-PKWK-KPU), di atas

| meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.

I
15) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.B-PKWK-KPU),
ditandatangan’ calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

16) Surat Perny: taan Tidak Aktif dari Jabatan scbagai Pimpinan DPRD
Provinsi/Kabt paten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan i atas meterai Rp 6.000,00.

17) Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di
Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di
atas meterai I p 6.000,00,

18) Daftar Riwnvat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
(Model BB 1-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan
ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.

! 19) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil

| Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan  Yang Sama

. (Model BB 2-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6 000,00.

20) Surat  Perny taan  Bertakwa  Kepada  Tubhun Yang  Maha  lisa
(Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00.
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21) Surat Pernyataan Sctia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan
Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon
y ing bersangkut: n di atas meterai Rp 6.000,00.

22) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani
(Model BB 5-Pk WK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan
oleh KPU Kabupaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.

23) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU),
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon,
ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.

24) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU),
dari Pengadilar, Tinggi/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.

25) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum
Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara
dari Pengadilan (M lodel BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel
dinas.

26) Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/
Bupati/Walikota (Model BB 9-KWK), ditandatangani calon yan«a bersangkutan di
atas meterai Rp 6.000,00.

27) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Model BB 10-PKWK-KI U), dari Kepala Desa/Lurah yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel
dinas, :

28) Surat Pernyataan Kesediaan Menycrahhmn Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk
Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

29) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang
memeriksa (Kcmisi Pemberantasan Korupsi/KPK).

30) Fotokopi Kaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas namn calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pujak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,

31) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang.

32) Fotokopi ljaz i yang yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari
tingkat pendid kan SD sampai dengan sekurang-kurangnya SL'TA atau scderajat.

33) Pasfoto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak
4 (empat) lembar terbaru,

34) Bagi Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan
oleh partai polilik dan/atau gabungen partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati. mela: ipirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
Provinsi/DPR ) Kabupaten/Kota (Model BB 12-PKWK-KPU).

35) Bagi Anggotz KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu,
Panitia Pengarvas emilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
vang dicalonk oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon
Bupati dan \Vakil Bupati, melampirkan Surat Keputusan Penberhentian yang

diterbitkan ol 1 Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,



b.

36) Terhadap bakal Pasangan Calon 'Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, melampirkan :

a) surat keter:ngan dari lembaga pemasyarckatan tempat yang bersangkutan
menjalani podana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangko
waktu palin; sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

b) surat keteringan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah
memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai
status vang bersangkutan;

¢) surat keter.ngan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai
kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
37) Berkas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 7) dimasukkan
dalam | (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

38) Berkas sebagaimna dimaksud angka 8) dimasukkan dalam 1 (satu) stofinap
tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mencalonkan,

39) Berkas sebagaimana dimaksud angka 9) sampai dengan angka 36) dimasukkan
dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis namna Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

40) Berkas sebagaimana dimaksud angka 37), anaka 38) dan angka 39) dibuat 3 (tiga)
rangkap. 1 (satu) rangkap asli dan 2 ('ua) rangkap fotokopi dan dijilid.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

Bakal Pasangan Ca on dari Perseorangar da’hm mendaftarkan, waj,b menyerahkan :

I) Surat pencalonan (Model B-PKWK-KPU) ditandatangani Pasangan Calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

2) Surat Pernyatoan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-
KPU).

3) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1
Model B 1-PK WK-KPU).

4) Lampiran Rckapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan
(Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU).

5) Berita Acara Vecifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model
BA 1-PKWK-K £U).

0V Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati <Klaten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-PKWK-
KPU).

7) Berita Acara Verifikasi Dan Rekepitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten oleh KPU
Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).

8) Rekapitulasi Masil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syaral
Dukungan Ba.al Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkal
Kabupaten (L. mpiran Model BA 2-PKWK-KPU),

Y) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan data
elektronik/sofi-copy yang tersimpan dalam keping cakram (compact disk/C'D).
yang ditandatongani Pasangan Calon.

10) Surat pendaft nan Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim
Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana
kampanye.

1) Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten

(Model B 2-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00.
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12) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati
dan - Wakil  Bupati Klaten dari  Partei  Politik/Gabungan  Partai - Politik
(Model B 3-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.00:).00.

13) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih
Menjadi  Bupai dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU),
ditandatangani . alon yang bersangkutan di atas 1aeterai Rp 6.000,00.

14) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi
Calon Yang Derasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan  Anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia
(Model B 4. A-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi
stempel dinas.

I5) Surat Pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan
memberhentikan ealon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia dan  Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia
(Lampiran 1 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00,
ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.

16) Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri
Sipil, Anggota Tentara Nasional Indenesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indoesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai
peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4. A-PKAVK-KPU), di atas
meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.

17) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.D-PKWK-KPU),
ditandatangani calon yang bersangkutan di atas nieterai Rp 6.000.00.

18) Surat Pernyatuan Tidak Aktif dati Jabatan sebagai Pimpinan DPRD
Provinsi/Kabupiten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan d, atas meterai Rp 6.000,00.

19) Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di
Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di
atas meterai Ry 6.000,00.

20) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
(Model BB '-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan
ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.

21) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama
(Model BB 2-PF.WK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00.

22) Surat  Pernyitaan  Bertakwa  Kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa

(Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.0 0,00,

23) Surat Pernyatan Sctia Kepada Pancasila Sebagai Dusar Negara, UUD 1945 dan
Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon
yang bersangku'an di atas meterai Rp 6.000,00.

24) Surat Keterantan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani
(Model BB 5-PKWK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan
oleh KPU Ka' upaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.

25) Surat Keterangun Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU),
dari Pengadilin Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon,
ditandatangani lan dibubuhi stempel dinas.

26) Surat Keteran:.n Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU),
dari Pengadilan Tinggi/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, ditandaiangani dan dibubuhi stempel dinas.
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27) Surat Keterangun Tidak Sedang'Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum
Penjara karena [indak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara
dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel
dinas.

28) Surat Pernyatsan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/
Bupati/Walikot: (Model BB 9-KWK), ditandatanpani calon yang bersangkutan di
atas meterai Rp 6.000,00.

29) Surat Keterangon Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Model BB 10-PKWK-KPU), dari Kepala Desa/ Lurah yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel
dinas.

30) Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk
Diumumkan  (Model BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang
bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

31) Surat Tanda lerima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta
Kekayaan Pen: selenggara Negara (LHKPN) dari [nstansi yang berwenang
memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).

32) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama calon, untuk masa 3 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.

33) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang.

34) Fotokopi ljazah yang yang telah dllﬂ}&ll‘ill’ oleh pihak yang berwenang, dari
tingkat pendidikan SD sampai dengan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.

35) Pasfoto calon tliuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak
4 (empat) lembar terbaru,

36) Bagi Anggoti DPR/DPD/DPRD  Provinsi/DPRD  Kabupaten/Kota yang
mencalonkan scbagai calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, melan:pirkan
Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota (Model BB 12-PKWK-KPU).

37) Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu,
Panitia Penguwas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
yang mencalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan,
melampirkan Swat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

38) Terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana
penjara berdas irkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena m :lakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, mel impirkan :

a) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan
menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka
waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

b) surat keteringan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah
memasan; iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai
status yan : bersangkutan;

¢) surat ketcangan dari kepolisian bahwa yang bersangkuian mempunyai
kelakuan haik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang,

39) Berkas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 9) kecuali angka 3),
dimasukkan ¢:'am 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon

Perscorangan

40) Berkas sebaguimana dimaksud angka 10) dimasukkon dalam 1 (satu) stofmap
tersendiri. ditulis r ama Pasangan Calon Perseorangan.




41) Berkas sebagaimana dimaksud angka 11) sampai dengan angka 38) dimasukkan
dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon Perscorangan.

42) Berkas sebagaimana dimaksud angka 39), angka 40) dan angka 41) dibuat 3 (liga)
rangkap, 1 (satu) rargkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi dan dijilid.

Pemeriksaan Keseh:.tan Pasangan Calon

1) KPU Kabupaten Klaten menetapkan/menunjuk Rumah Sakit Umum/Tim Dokter

Pemeriksa Khusus atas rekomendasi lembaga yarg berwenang dengan Keputusan
KPU Kabupaten Klaten.

2) Tim Dokter Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud angka 1) melakukan
pemeriksaan kecehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati yang telah mendaftarkan diri kepada F.PU Kabupaten Klaten.

3) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 2) bersifat final, yaitu

tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain
sebagai pembanding,

4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2) disampaikan oleh Tim Dokter
Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai pembuktian kebenaran
kelengkapan persyaratan calon (Model BB 5-PKWK-KPU).

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka 2), biaya

dibebankan pada Anggaran Belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010,
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0. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

&,

KPU Kabupaten Klaten setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya.

segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melalukan klarilikosi

kepada instansi pen erintah yang berwenang dan menerima masukan/laporan tertulis
dari masyarakat terbadap pasangan calon, detgan ket:ntuan :

1) Verifikasi dilal.ukan terhadap kc!cngknpan dan keabsahan berkas administrasi
surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

2) Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang
diajukan, KPU Kabupaten Klaten melakukan, klarifikasi kebenaran dokumen
tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi vang diketahui oleh
instansi yang berwenang,

3) KPU thU]’ﬂtCﬂ Klaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan
calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan
alasannva.,

4) Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya
terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja.

5)  Pasangan calon dilarrng mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen
persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

6) Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil veri.ikasi dinyatakan
telah memenuli svarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik
dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang
mengubah - komposisi  kepengurusan  partai  politiknya setelah  dinyatakan
memenuhi syarot administrasi,

7)  Apabila perubiahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan
pimpinan parta. politik dilakukan setelah dukungan dim:ksud telah memenuhi
syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan
pencalonan.,

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf a, diberitahukan secara tertulis kepada

calon dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang

mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung scjak
tanggal penutupan pendaltaran pasangan calon, dengan ketentuan :

1) Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status
berkas apakah memeznuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau
tidak, dan alasan ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan,
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3)

Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum
memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud angka 2 huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf £, huruf g dan huruf h,
partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi
kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calcn baru paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan
oleh KPU Kabupaten Klaten,

Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b angka 1)
huruf ¢), angka 2 huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, calon
perseorangan dileri kesempatan untuk meleng! api dan/atau memperbaiki surat
pencalonan bescrta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Klaten.

Apabila bakal calon jersecorangan belum memenuhi syarat sebagai berikut :

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Dukungan sckurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk
Kabupaten Xlaten, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat
Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2010, sebanyak 43.854 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima
puluh empat) jiv-a,

Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah
kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu sekurang-kurangnya tersebar di 14 (empat
belas) kecamatan,

Dukungan untuk pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati do'n Wakil Bupati
Klaten dibuat Jalam bentuk surat dukungan disertai dengan daftar nama
pendukung dan ‘otokopi KTP atau suratketerangan identitas ke :ndudukan yang
masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Surat pencalonan ditandatangani Pasangan Calon yang bersangkutan di atas
meterai Rp 6.000,00 (Model B-PK WK-KPU);

Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model BA 1-PKWK-
KPU).
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati | laten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-PKWK-
KPU).

Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bup ti Klaten di Tingkat Kabupaten Klaten oleh KPU Kabupaten
Klaten (Model DA 2-PKWK-KPU).

Rekapitulas: Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat
Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat
Kabupaten (Lampi 1 Model BA 2-PKWK-KPU),

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B1-PKWK-
KPU);

Lompiran Dafti © Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1
Model B1-PKW {-KPLD);

Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan
(Lampiran 2 Mo lel B1-PKWK-KPU),

Baial calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf ¢, paling lama 14 (empat belas) hari sejak
saat pemberitahuan msil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Klaten.

Terhadap pasangan “ulon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki
dan/atau menambali (dukungan, dengan ketentuan :

1)

Lukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat
jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur
ketentuan angk:: | huruf b angka 2) dan angka 3), angka 4) dan angka 6).
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2) Surat dukungan subaghimﬁna dimaksud angka 1), diserahkan oleh pasangan calon
kepada KPU Kabupaten Klaten, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat
pemberitahuan perbaikan berkas diterima.

3) Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud angka 1), adalah pendukung
baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon
manapun.

4)  Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi
basis untuk meniambah dukungan sebagaimana dimaksud ang ka 1).

5) KPU Kabupaten Klaten dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan
verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif
berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya tambahan dukungan dimaksud.

6) KPU Kabupater Klaten merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat

administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi. '

7)  Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 6), ditambahkan jumlah
dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon,

dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan
calon.

Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Klaten karena tidak
memenuhi persyaratin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hurut b, huruf ¢, huraf d.
huruf e, huruf f, hur if g dan huruf h, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

Pasangan calon dan/ wau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan
atan menambah kolengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, dengan ketentuan :

1) Dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan
pasangan caloi, pe-baikan hanya wk':liib dilakukan terhadap dokumen status
pimpinan partur politik yang tidak memenuhi syarat.

2) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan terhadap
dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yang telah

memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi
dan tidak berlaku.

3)  Apabila perbail.an sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dilakukan sampai
dengan batas a. hir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15%
(lima belas porseratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD
Kabupaten Kl ten Pemilu Tahun 2009, maka berkas surat pencalonan tersebut
dinyatakan memenuhi syarat.

4) Apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai
politik pengusting pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan
partai politik .:rsebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan
partai politik 1:rsebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat ad ministrasi.

KPU Kabupaten klaten melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau

perbaikan persyara'an calon  sebagaimana dimaksud huruf a, sekaligus

memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada
pimpinan partai po ik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon
perseorangan, denzan ketentuan '

1) KPU Kabupa cn Klaten hanya berkewajiban melakukan penelitiar. terhadap berkas
yang dinyatal . n belum lengkap/tidak memenuhi syarat.

2)  KPU Kabupu en Klaten dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin
berkas vang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau
memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat
laporan tertulis dari masyarakat.

3) Laporan tert lis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah
laporan tert1 is dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor
dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
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4) Apabila pasanzan calon atau partai politik pengusung pasangan calon
menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas
berakhir KPU Kabupaten Klaten wzjib menolaknya,

Apabila hasil panelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud huruf h, tidak
memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Klaten, partai politik, gabungan
partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukdn pasangan calon.
Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7
(tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai
politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon
pengganti,

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf j,
menyampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten surat pencalonan beserta lampirannya
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon
berhalangan tetap.

KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta
lampirannya sebageimana dimaksud huruf h.

Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud hurul’ I, pasangan
calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten
Klaten, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mergusulkan pasangan
calon pengganti.

KPU  Kabupaten Klaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian  ulang
sebagaimana dimak - ud hural | dan hural m, kepada partai politik atau gabungan partai
politik yang bersang kutan

Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan
dokumen sebuah pa tai politik memiliki 2 (qua) atau lebih kepengurusan yang masing-
masing mengaiukan  bokal pasangan calon, dilakukan penelitian  menyangkut
keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Fabupaten Klaten
melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga partai politik yang bersangkutan,

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka
keabsahan kepengui usan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan
Menteri Hukum din Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan
kepengurusan part: i politik tersebut yang masih berlaku.

Apabila berdasarkaa hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf h, ternyata
setnua pasangan c¢ilon tidak memenuhi syarat dan/atau yang memenuhi syarat hanya
| (satu) pasangan calon, proses pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, baik yang
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau perseorangan.

Pembukaan kemb1'i pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
sebagaimana dimalsud huruf r, KPU Kabupaten Klaten memperhatikan ketentuan
jang<a waktu yang tercantum dalam Pasal 59 A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

KPU Kabupaten Kia en dalam melaksanakan ketentuan scbagaimana dimaksud pada
huruf r dan hurufl's Jan diperkirakan berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan.
program dan jadval penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tubun 2010 vang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Kiaten perlu melalui prosedur
Bukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomaor
6 Tahun 2005 s, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melalw
mekanisme perul than tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati
Jdan Wakil Rupati Klaten Tahun 2010.
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PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
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14,

16,

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Klaten menetapkan nama-nama pasangan
calon yang menenuhi syarat sebagai pesert.. Pemilu Bupati dan Waki' Bupati Klaten,

sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Pasangan Calon.

Apabila partai politik/gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon
yang memenuhi syaral ataus pasangan calon perseorangan tidak mampu memenuhi
persyaratan, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten ditunda.

Pasangan calon yang telih ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1), diumumkan secara
luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ulang,

Pasangan calon yang telih ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selanjutnya dilakukan
undian secara terbuka unluk menetapkan nomor urut pasangan calon.

Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 5, dilaksanakan
dalam rapat pleno terbi ka KPU Kabupaten Klaten, yang wajib dihadiri oleh pasangan
calon, wakil partai politik atan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon,
Panitia Pengawas Pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KP J Kabupaten Klaten sebagaimana
dimaksud angka 6, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti
bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno
terbuka NPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud angka 6, disusun dalam dalla
pasangan calon Bupati Jlan Wakil Bupati Klaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
Klaten dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

Berita Acara penetapan sasangan calon sebagaimana dimaksud angka 7. menjadi lampiran
Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang penkmpan nomor urut pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten.,

KPU Kabupaten Klaten mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan
calon yang telah ditetapl.an sebagaimana dimaksud angka 7, sebagai peserta Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Klat.n paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu
penelitiar ulang.

Keputusan KPU Kabup tten Klaten tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada angka 9 bersifat final dan mengikat.

. Setelah penetapan dan >engumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan
Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.

. Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan

Calon dan/atau salah scorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon
pengganti.

Pasangan Calon dari Purtai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya
dan/atau Pasangan Calen, dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan
divt sebagaimanya dimaksud angka 12, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tt hun 2010, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, serta Jiunumkan kepada masyarakat.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud angka 13, tidak mengubah
Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.

. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan

calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang
mengundurkan dirt terhitung sejak ditetapkan sebaga: pasangan calon oleh KPU Kabupaten
Klate..

Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapk in sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Klaten.
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Pasangan calon perseora igan atau salah seorang di antaranya yang mergundurkan diri
sebagaimana dimaksud ngka 16, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau
dicalonkan oleh Partai Pclitik/Gabungan Partai Politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil
Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud angka 16, setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten sebagai
pasangan calon, schingga tinggal | (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai
sanksi sebagaimana diat'* angka 18, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh

milyar rupiah) sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1¢) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008.

Apabila partai politik :tau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana
dimaksud angka 15, pari ' politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak
dapat mengusulkan calon pengganti.

. Apabila pasangan calon  erseorangan atau salah seorang d* antaranya mengundurkan diri
-sebagaimana dimaksud ar gka 16, pasangan calon perseorangan dinyatakan sugur dan tidak

dapat diganti pasangan calon perseorangan lain,

. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon

sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang pasangan culonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lama 3 (tiga) hari sejok pasangan calon meninggal dunia.

KPU Kalepaten Klaten melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon
pengganti sebagaimana dimaksud angka 21, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari
terhitung sejak tanggal pe wdaftaran,

. Dalam hal salah satu ca'on atau pasangan calon meninggal dunia sejok penetapan calon

sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehi%%gajumiah pasangan calon kurang dari 2
(dua) pasangan, KPU Kabupaten Klaten membuka kembali pendaftaran pengajuan
pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari,

Dalam hal salah satu ca on atau pasangan culon. meninggal dunia jada saat dimulainya
kampanye sampai hari pc mungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau
lebih, tahupan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dilanjutkan dan
pasangan calon yang menmggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur,

. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik

meninggal dunia pada sa.t dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga
calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 201 ditunda paling lama 60 (enam puluh) havi.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia
sebagaimana dimaksud angka 23, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7
(tujuh) hart sejak pasangan calon meninggal dunia.

KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian persyuratan administrasi usulan pasangan
calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 26 dan menetapkan paling lama 21 (dua
puluh satu) hari terhitung sejak pendaflaran pasangan calon pengganti.

28. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat

dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan
calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari,

29, KPU Kabupaten Klaten membuka kembali pandaftaran pengajuan pasangan calon

perseorangan sebagaima ia dimaksud angka 28, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara

putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan
pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 ditunda paling lama 30
(tiga puluh) hari.

. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan caloni:ya berhalangan tetap

mengusulkan Pasangan “"alon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari se ak pasangan calon
berhalangan tetap sebugaimana dimaksud angka 30, dan KPU Kabupaten Klaten
melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti
paling lama 4 (empat) h: i terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

..
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7 Dalam hal salah seorang atau pasangan calon peseorangan berhalangan tetap pada saal

dimulainya pemungutan svara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2

N

(dua) pasangan. KPU Kasupaten Klaten menetapkan pasangan yang memperoleh suara
terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

KETENTUAN LAIN

1

!J

Lad

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Klaten sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1L '

Pengadaan formulir penc alonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana
dimaksud angka 1, dilaksc nakan oleh KPU Kabupaten Klaten.

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangar calon sebagai peserta Pemiiu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten yan;} telah ditetapkan dan disusun dalam daftar nasangan calon, serta
welah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud angka VI angka 7 dan angka 9,
dijadikan bahan untuk :

1. membuat daftar nam:* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
b, membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten:
¢. keperluan kampanyc Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
1. dipasang di tiap TP¥ pada hari dan tanggal pemungutan suara.

=

Berkenaan dengan penulisan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, harus

sama dengan identitas dul n kartu tanda penduduk (KTP).

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini,

KPU Kabupaten Klaten dapat membentuk kelompok kerjn yang terdiri atas unsur-unsur

KPU Kabupaten Klaten, Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Klaten. Kantor Departemen

Agama. Dinas Keschatan/Rumah Sakit Umum iKabupaten Klaten, Ikatan Dokter Indonesia

Kabupaten Klaten, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan unsur

lainnya yang dianggap perlu.

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan veri fikasi faktual serta untuk

menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati Klaten, KPU Kabupaten Klaten dapat memanfaatkan jaringan dan sarana
teknologi yang sudah terbangun.

Bahwa Pasal 38 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah

Konsitusi Nomor : 17/PUU-VI1/2008.

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, perlu diperhatikan:

4 Dalam hal pembuktian syaral pendidikun, Pasangan Calon dapat menunjukkan ijazah
dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan teraklir sesual peraturan
perundang-undangan.

b, Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi
Pemberantasan K orupsi (KPK) harus terisi seluruh 1ya, beserta lampiran pendukung,
yang harus dicantumkan sesuai petunjuk teknis dari KPK.

¢, Formulir sebagamani dimaksud hurut b diterima oleh KPK selambat-lambatnyu }
(tiga) hari setclal dibusanya Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

4. Dalam hal bakal Pasangan Calon menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud hurul
b melalui KPU Kabupaten Klaten, formulir telah diterima oleh KPU Kabupaten Klaten
selambat-lambatny: 2 (dua) hari setelah dibukanya pendaftaran Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten.

¢, KPK tidak akan memproses formulir LHKPN bakal Pasangan Calon yang dikirim atau
Liserahkan setel (1 melampaui tenggat waktu sebagaimana tercantum pada huruf ¢,

f. DBagi Gubernur/ Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
yang menjadi Pasangan Calon, harus menyerahkan surat ijin cuti di luar tanggungan
negara dari pej. bat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Klaten sebelum tahapan
kampanye dimulai.

.



9. Pasangan Calon dan Tirn Kampanye dalam hal akan melakukan pendafiaran ke Kantor
KPU Kabupaten Klaten inemberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangan 1 (satu) hari
sebelum pendaftaran

VIII. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk kepcfluan penyelenggaraan tahap pencalonan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten. !

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA\,
TTD

Nl ; NGATNIN SUMARTO PAWIRO
Salinan sesuai dengan ashnya

SEREETARIAT KPU KABUP” _/EN KLATEN
KASL{BAG HULF | IM
"

A

i 9 \

WAHYU AGUSTINI
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Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 14 Tahun 2009
Tanggal : 4 Maret 2010

BENTUK I' AN JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN UM UM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

Formulir Surat Pencalonan de ‘i Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B-KWK).

Formulir Surat Pernyataan K sepakatan Bersama Antar Partai Folitik dalam Pencalonan Bupati
dan Wakil Bupati Klaten (Mcdel B1-KWK).

“ormulir Surat Pernyataan Purtai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kla‘en (Model B2-KWK).

Formuliv Surat Pernyataan sabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B3-KWK).

Formulir Surat Pencalonan diwi Perseorangan (Model B-PKWK-KPU).

Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Perseorangan (Model B1-PKWK-KPU).

Formulir Lampiran Daltar Nama Pendukung Pasangan Calon Perscorangan (Lampiran 1 Bl-
PKWK-KPU).

Formulir Lampiran Rekapitulasi Jumlah Tingkat Kecamatan Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan (Lampiran 2 B1-PKWK-KPU).

Formulir Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk Pendukung Pasangan Calon
Perseorangan (Lampiran 3 B1-PKWK-KPU).

Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model
B2-PKWEK-KPL).

. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengunduvrkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Klaten dari Par. Politik/Gabungan Partai Politik (Model BL-PKWK-KPU).

Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan (Model B3.A-PKWK-KPU).

. Formulir Surat Pernyataan Xesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih

Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B4-PKWK-KPU).

Formulir Surat Pernyataan Mlengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS dan TNI/POLRI
(Model B4.A-PKWK-KPU).

Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Proses Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS
dan TNIY/POLRI (Lamp ran | Model B4.A-PKWK-KPU).

Formulir Surat Persetujuan Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PN dan TNIPOLRI
(Lampiran 2 Model B4.A-PF. WK-KPU).

_ Formulir Surat Pernyataan *‘idak Aktif Dari Profesi (Model B4.B- PKWK-KPU).

. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktf Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model 13 5-

PKWK-KPU).

~ Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal Oleh Mesyarakat di Daerahnya

(Model B 6-PKWK-KPU).

Formulir Tanda Terima Dt kungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten Klaten
(Model B 7-PKWK-KPU).

 Pormulir Tanda Terima Dukungan Calon Perseorangan oleh PPis (Model B 7.A -PKWK-KPL).

Formulir Tanda Terima Pencalonan oleh KPU Kabupaten Klaten (Model B 7.3-PKWR-KPU),
sla




23. Formulir Surat Pernyataan Ti lak Mt:ndlukung (Model B 8-PKWK-KPU).

24. Formulir Berita Acara Verifil asi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh PPS
(Model BA-PKWK-KPL).

25. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhacap Jumlah Dukﬁngan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kecamatan Oleh PPK (Model
BA 1-PKWK-KPU).

26. Formulir Rekapitulasi Hasil Veritikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kecamatan Oleh PPK (Lampiran Model BA 1-
PRKWK-KPU).

27, Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kabupaten Oleh KPU
Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).

28. Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat
Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wekil Bupati Klaten Perscorangan di Tingkat
Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Klaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPLU).

249, Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB |-
PKWEK-KPU).

30, Formuliv Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama dengan Bupati/Wakil
Bupati (Model BB 2-PKWK-KPL).

31, Formuliv Surat Pernyatoan  Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-
PRWK-KPL,

\
. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 Dan Cita-
Cita Proklamasi 17 Agostus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta
Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU).

33, Formulir Surat Keterangan Hosil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model B3 5
PKWK-KPU)Y,

34. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU).

35, Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPPU).

36. Formulir Surat Keterangan dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU).

37. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/ Walikota
(Model BB 9-PKWK-KPU).

38. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Model BB 10-PK\WK-KPU).

39, Formulir Surat Pernyataan  Kesediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk
Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU).

40. Formulir  Surat  Pemberitthuan  kepada  Pimpinan  DPR/DPD/DPRD  bagi  Anggota

DPR/DPD/DPRD  Yang Mencalonkan Diri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten

(Model BB 12-PKWK-KPLU,

!

41. Formulir Surat Kuasa dari C tlon Perseorangan (Model BB 13-P {WK-KPU).

42. Formulir Surat Kuasa dari Calon Perseorangan (Model BB 13.A-PKWK-KPU).

43. Formulir Surat Keterangin dari Kepala Lembaga Pemasyarakaten (Model BB 14-
PRWK-KPU).

44 Formulie Surat Keterangan dari Pimpinan Surat Kabar (Model BB 14, A-PKWK-KPU).




45,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
AG HUKIIM

WAHYU AGUSTI NI

Formulir Surat Keterangan davi Kepolisian Republik Indonesia (Madel BB 14.B-PK WK-KP1 .

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,
TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO
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[ Model B-KWK__|

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

[T17 1117 i A — PRl < e oy

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhention Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, oleh Pimpinan PArtai ..o,
atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten*) :

Rt T £ el S L S R S SRS dan
s CORBTERT o o s m e a R R T G S SR dan
T L SO o WE, S OO USROS .
R T N R OO .
5. dan seterusnya

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati
2. Calon Wakil Bupati A SR 22 0 e i

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatin, dan Pemberhentian Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daeran dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah darr Wakil Kepala Daerah.

Klaten o sisssmmasasoie: 2010

Pimpinan Partai Politik/
Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

PR e B e et i
Ketue Sekretaris

Ketua Sekretaris

Keterangan :
*'Coret yang tidak diperlukan.



Contoh
| Model BI - KWK |
SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BI.RSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UNMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010
G T T SR NS 11| AN [, BRIAN ... i eosnipo s onn tahun dua
ribu sepuluh bertempat di ... s, YANEG bertanda  tangan di bawdh  ini
Pimpinan Gabungan Partai Politik Ti igkat Kabupaten Klaten :
N TEIMIN, o rentinrimssalon e oty e SRS S S S s o S
BRI e i e S ERBR Y o ot it s sl
i e I S o R dan
B NPT i or i it cmresares xenmmensiiosins vevs s vians sasndts (A

L

dan seterusnya

secara beesama-sanui menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik
secara bersama-sama maupun sendiri-cendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam
Surat Pencalonan (Model B - KWK)

Demikian surat permyataa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syaral pengajuan pasancan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) auruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ientang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah.

KIaten, .oovvvoiiiniiisiinn, A T 2000

Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten K laten
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai i

Ketua Sckretaris

Kelua Sekretaris

Keterangan :
* Coret yang tidak diperlukan.




Contoh

| Model B2 - KWK |

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK A\KAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
© TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik
Kabupaten Klaten :

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan

calon sebagaimana dimaksud dalam surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tainun 2010 (Maodel
B-KWK).

Demikian surat pornyataan ini dibuat dengan sehenarnya untuk dapat digunakan scbagai bukti
pemenuhan- syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Talun 2010, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) hurul ¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) hurul b
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah,

KIALEI, oo vriiessisseseiresssinrersnseennes 2010

Pimpinan Partai Politik \
Tingkat Kabupaten Klaten

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua " Sekretaris



Contoh

| Model B3 - KWK |

SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
PASANGAN CALN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

—

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :

U 1 A B Y N R ey R PTIS. |  |
TR L0 s S s S e AT R T e dan
3. b PR, e A T e e T N A . | Yo dan
- s e R i N RO TR —. R— dan

5. dan selerusnya

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 (Model B-KWK),

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan pasa can calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 010 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) b rul ¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah dan Pasal 42 ayat (2) hurul b
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Duerah, ;

KIBEeN, i irsmnniiisom w20 10

Gabungan Pr upinan Partai Politik Tingkat Kabupat:n Klaten :
Parta1 Politik yang mengajukan pasangan calon

PHEEEN oo sonnicnumetoins shlss sl e s it aiainng

Ketua Sckretaris

Kitua Sekretaris

Keterangan |
Formulir ini dapat ditambah sesuai kepertuan,




_Contuh

| Model B- PKWK-KPU |

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLA'I EN
TAHUN 2010

NOMOE & vevenns

Untuk memenuhi persyaratin pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010 dari perseorangan, bersama ini kami :

. MNama b e R e A i S

2. MNama R Rl R T R
(Calon Wakil Pup:ﬁti)
mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten masa jabatan tahun
2010 sampai dengan 2015.
Surat Penca'onan ini dilamyiri :
a. Berita Acara verifikasi dan relapitulasi dukungan dari PPK, dengan keseluruhan jumlah pendukung

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, orang (...’ ) dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang tersebar di............
RO SV e ) Kecamatan . ari 26 (dua puluh enam) Kecamatan.

b, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
avat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ptﬁ{atumn Komisi Pemilihan Umum Nomor 68
Tahun 2009 tentang Pedoman T: knis Tata Cara Pencalonau Pemilihan Umum Kepala Dacerah dan Wakil
Kepala Daerah.

JEABABI .ot mnamemsanssmpmenranss finsss st bnrbR vAss 258 2010

Calon Wakil Bupati Calon Bupati

Melerai
Rp. 6.000,00




Contoh

[ MmIcIJBI - PKWK-KPU

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILITHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

1,

2,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari
Perseorangan !

Nama T DR

(Calon Bupati)

Nama
(Calon Wakil Bupati)

......................

......................

menyampaikan daftar nama-nama pendukung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa Jabatan
2010 sampai dengan 2015.

Adapun secara rinci data pendukun;: sebagai berikut :

KECAMA 1 AN

JUMLAH PENDUKUNG

............................................................................

---------------------------------------------

...........................................................................

......................................................................

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

R T

.........................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

......................................................................

......................................................................

...........................................................................

dan seterusnya,

......................................................................

JUMLAH KECA'."JIA'I'M\J__t R R

JUMLAH T()'I'AIT: e T

secara lengkap dapat dilihat pada "ampiran 1,

(terlampir).

Lampiran 2

dan Lampiran 3 Model BI-PKWK-KPU

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar maka
sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

Calon Wakil Bupati ,
Metera

Rp. 6.000,00

Dibuat di
Pada tanggal

................................

Calon Bupati




CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI :

NAMA CALGN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

DAFTAR NAMA PENDUKUNG CALON PERSEORANGAN
KECAMATAN

DESA/KELURAHAN
TPS

|Lampiran 1 Modei B1-PKWK-KPU

NO. N.LK

NAMA LENGKAP

TEMPAT TANGGAL IMUR STATUS JENISK.ELAMIN

ALAMAT T GGAL
LAHIR LAHIR PERKAWINAN [ LK | PR EMPAT TIN

TANDA TANGAN
CAP JEMPOL

]

3

4 s 6 7 8 9

10

Calon Wakil Bupati

—_— @

Meterai Calon Bupati
Rp. 6.000,00

SO . | |




Lampiran . Model B1-PRWK-KPU

REKAPITULASI JUMLAH PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
TINGKAT KECAMATAN '

KECAMATAN o PP R

KABUPATEN : KLATEN

PROVINSI

P JAWA TENGAH

wnar

NO.

DESA/KELURAHAN'

JUMLAH PENDUKUNG

KETERANGAN

wn fb jle b f—

.-r‘—f

T IUMLAH TOTAL _

Calon Vakil Bupati

& Ja

Meterai
Rp.6.000,00

..................................



Contoh

LAMPIRAN 3 MODEL BI-PKWK-KPU

FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU
SURAT KETHRANGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN

FOTOKOPI KTV’
HALAMAN DEPAN

FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN

-
FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN
.
FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN
Keterangan :

1

2

No. :

------------

rrrrrrrrrrrrr

- 12«

)
| )
FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG |
N J
FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG
\_ p,
b7 |

FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG

*)
e

FOTOKOPIKTP
HALAMAN BELAKANG

*) diisi sesuai dengan non or urut pada Lampiran 1 B1-PKWK-KPU.
Formulir ini dapat ditamb.h sesuai keperluan,



Contoh

|__Model B2 - PKWK-KPU_ |

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

4. Nama 3

b. Jenis Kelamin e,

¢.  Tempat dan Tanggal Lahit/Umur SRR R TR Imv e e anmas by i ipees ch s o —— Tahun
d. Pendidikan terakhir

¢, Alamat tempat tinggal : 4 '

LR R L N T T L L L T r I T T T pavepg

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan
bersedia diajukan menjadi calon  Bupali/Wakil Bupati*) Klaten secira berpasangan dengan calon
Bupati/Wakil Bupati® KIGten atas NAMA : wuuvuwuuseseowissesssssssiesssssesssesssssssssssossssssisossosssosseesoos e
dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010, masa jabatan 2010 samp.ii dengan 2015.

Demikian surat pernyataan ni diuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat pengajuan pasan, an calon Bupati

dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentane

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 68 Tahun 2009 tentang Ped

oman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daeral dan

Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di o Aot A ol
Padatang@al @ .aitiaicaiiimn
Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten
Melterni
Rp. 6.000,00

Keterangan ;
* Coret yang tidak diperlukan.

wi] 3



Conteh

| Mode! B3 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN V/AKIL BUPATI KLATEN

TAHUN 2010
Yang bertanda tangan di bawah ini !
Nama i
Jenis Kelamin R R TR AR DR TR K R S N T e

(T B TEE G S ————————— oo | ]|

o o6 o e

Pendidikan terakhir LRSS PN ONI Y . - MR | . S el A
e. Alamat tempat tinggal

....................................................................................................

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan
mengundurkan diri sebagai pasangoa calon Bupati dan Wakil Bupa i Klaten Tahun 2010 dari Partai
Politik/Gabungan Partai Politik*), torhitung sejuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten,

Demikion surat pernyatan i dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuban syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Partai
Politik/Gabungan Partai Politik *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) hurul e Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemil han Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di b et S
Pada tanggal .. e,

Yang membuat pernyatuan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000,00

Keterangan :
* Coret yang tidak diperlukan,




Contoh

|_Model B J.A - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN :
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bavah ini :

a. Nama

B: JenisKelmmin: =~ 0 v TR S A U R RS R B TR i
¢. Tempat dan Tanggal Lahir/Umnr aorinbsnssbunerindl vserains BIMEE
d. Pendidikan terakhir b i e L

¢ Alamat tempat tinggal b R I e

R R RS R R R e

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyuiakan bahwa saya
tidak akan mengundurkan diri sebi gai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari
Perscorangan, terhitung sejuk ditetapkan sebagai pasangan calen Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupiten Klaten,

Apabila saya melanggar s.arat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b)
dan ayat (l¢) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ﬂ\

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya uniuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua utus Undang-Und u ¢ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 I'ahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kep ila Daerah,

y

Dibuat di T R
e T T T U T

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000,00

Keterangan :
*'Coret yang tidak diperlukan.

15w




Contoh

| Model B4 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN :
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AT S BRI e T s v e it e e e B TR e
b, Jenis Kelamin R S — ST — Sl e e S
S0 lembat dan TaRBRaliLaldi im0 i R T e Rt e e Tahun
d. Pendidikan terakhir

e Alamat tempat tinggal SR e SR PR I ST R
menyatakan dengan sebenarnya bahwa  saya  sanggup mengundurkan diri dari
A T S S S A R R P O R , apabila  terpilih - menjadi

Bupati/Wakil Bupati*) Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan
syarat pengajuan nasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai
Pohtik/Gabungan Partai Politik*), scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) hueuf I dan ayat (fa) huruf
d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomaor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah J i Peraturan Komisi Pemilihan Umun  Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencaloian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di T SRR T e P
Padatongial 1 axisusisineansamaie

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Melerni

Rp, 6.000,00
(AR . PRSPROUL L% R B )
Keterangan ;
“' Coret yang tidak diperfukan.

< 16=
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| Model B 4.A-PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURK.AN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

© Yang bectanda tangan di bawah ini ;

a. Nama R T O ot SR RYY ot ol Moo B _.
b. Jenis Kelamin D e R R R

g empnt-onn Tanpgst Labiwmur' @ it THlUR
d. Pendidikan terakhir R T e R T ST ey L S v
e.  Alamat tempat tinggal T R e R AT e R

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri
B A R b B v i S e untuk  memenuhi
persyaratan calon Bupati/Wakil Bup.m ) Klaten Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

]

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan
syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 Jari Perseorangan/Partai
Politil /Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) hwuf g dan ayat (5a)
huruf”e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Lahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah dan Peraturan Koisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tuhun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di A
Pada tanggal ..o
Mengetahui Yang membuat pernyataan
Atasan Langsung Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten
Meterai
Rp. 6.000,00
( T 1 s ks R R T e i )
NIP/NRFP MNIP/NRP

Keterangan :
* Coret vang tidak diperlukan,

B



Contoh

Lampiran | Model B 4. A-PKWK-KPU

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PROSES PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN ¢ EBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

Yang bertanda tangan i hawah ini : |
a. Nama (O~ W . MU T L L L A |
b, NIP/NRP¥) 2 O, SR Nl o ™ W TN L ol T, L
¢.  Pangkat/Gol. Ruang*) SRR N S—— i) | I T WA - )< e ESRRa i oo T |
d. Jabatan R o o P O (L P o LA O T
e. Instansi E s S R R R R s A
£ Alamat tempat tinggal R AP R DL P e e Ly Do b I A e R
menyatakan dengan sebenarnya balr va saya bersedia memproses danfatau menyetujui pengunduran diri dari |

jabatan negeri ses i peraturan pert1 dang-undangan, kepada :

1. PTG = 0 0 e R R R S T R e |
b. NIP/NRP *) P s e R S ik G RS S R
C. Pangkat/Gol, Ruang*) : e S B B T3 O ES AV oo s B Y
d, Jabatan S e e i N R R T v o VR E Do v e e
B lnstansi , . Y WL L
f Alamat tempat tinggal @ A 0 N B L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian surat pernyitaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wukil Bupati Klaten Tahun 2010 dari
Perseorangan/Partai Politik/Gabury n Partai Politik*), sevagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5)
huruf g dan ayat (5a) hurul e Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekni: Tata Cara Fencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di

Padn tanggal & T ——

Yang membuat pernyataan

Meierm
. 6.000,00

NIP/NRP*)

Keterangan :
* Coret yang tidak diperlukan.

18-
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[ Lampiran 2 Model B 4. A-PKWK-KPU

SURAT PERSETUJUAN
PENGUNDURAN DIRI DARI JAEATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI 5IPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI XLATEN
© TAHUN 2010

Yang bertanda tan san di hawah ini .

a. Nama

........................................................................................................

b. _ NIP/NRP*)
B Panpkat/O01REANGYY . | coiaunmmaisimsbimem s saniisniamaiiiaiii. T R
d. Jabatan

........................................................................................................

e, Instansi

.......................................................................................................

Alamat tempat tinggal

........................................................................................................

........................................................................................................

menyatakan bahwa saya menyetujui pengunduran diri dari_jabatan negeri sesuai peraturan perundung-
undangan, kepada : X

a. Nama
b.  NIP/NRP¥*)
Pangkat/Gol. Ruang*)

C
d. Jabatan

........................................................................................................

........................................................................................................

e. Instansi

.......................................................................................................

f. Alamat tempat tinggal

.......................................................................................................

........................................................................................................

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan
pasangan calon Bupati dan Waki' Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan
Partai Politik*), sebagaimana dimiksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g dan ayat (5a) huruf e Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di b P e

Pada taRgEal & e

Yang membual pernyataan

Meterai
Rp. 6.000.00

NIP/NRP*)

Keterangan :
* Corel vang tidak diperlukan,



Contoh

|-l- Model B 4.15_]IKWKT*E?iI-—--J

SURAT PERNYATAAN '
TIDAK AKTIF DARI PROFESI
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
« TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di »awah ini :

a, o Yl TR R R S (O U o e < I e se e - Sl T 2
b, Jenis Kelamin

c, Tempat dan Tanggal LabiTUN UE ©  oicssimmmasisasain s iy Faions Tahun
d. Pendidikan terakhir S R T R S AN R e S b
e Alamat tempat tinggal O NSRRI SO N NPOPRSR 1.0 PO tts NS ML s

menyatakan  dengan sebenarnya bahwa  saya  sanggup  tidak okt dari  profusi
T N P NSO e SO S SLT " untuk
memenuhi persyaratan ealon menjidi Bupati/Wakil Bupa i*) Klaten Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari
Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf
f dan ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang.
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pec oman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Urum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Dacrah,

Dibuat di b e v s
Padatanggal oo

Yang membual pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
iRp. 6.000,00

.

eterangan ;

"Coret yang tidak diperlusan,




Contoh

[ Model BS - PKWK-KPU__|

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD
PROVINSUKABUPATEN/KOTA®) v

Yang bertanda tangan di bi.wah ini

Nama SR T TR IO Al s S o P S s
b. Jenis Kelamin
¢, Tempat dan Tanggal Lalit/Umur 1 i | —— Tahun
d. Pendidikan terakhir :
e. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagui Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi/Kabupaten/Kota®) o,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunatan sebagai bukii
pemenuhan syarat pengajuan pasargan calon Bupati danWakil Bupati Klaten dari Perseorangan/Partai
Politik/Gabungan Partai Palitik*), scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huru! h dan ayat (5a)
huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 aya\ (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di e
Pada tanggal :........ TR R

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakii Bupati *' Klaten

Melerai

Rp. 6.000

Keterangan
*! Coret yang tidak diperlukan,



Contoh

| Model 18 6 - PKWK-KPU

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHN YA DAN DIKENAL
Ol EH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di hawah ini :

a. Nama

b. .h;nis Kelamin B A R R IR SRS TR TR WS 0 T Sy A
c. Tempat dan Tanggal Lahit/lUmur 1 s s cnsdivesisiiens Tahun
d. Pendidikan terakhir e o L o e 1 R I B TR e IR
e.  Alamat tempat tinggal R T R T s YR R e T RN SO

.................................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai “Calon Bupati/Wakil Bupati*)  Klaten telah mengenal
daeralmya dan dikenal oleh masyarikat di daerahnya,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan scbagai bukti
pemenuhan syarat Calon Bupati/\WVakil Bupati*) Klaten dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partal
Politik*), sebagaimana dimaksud [ lam pasal 58 huruf h Undang-Und.ing Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan
Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian {epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di A S e i
Pado tonggnrl 3iciiandin

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*’ Klaten

Meterai
Rp, 6.000

Keterangan :
* Coret yang tidak dipertukan.



oh

| Model B7 - PKWK-KPU |

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010 :

Dukungan terhadap Pasangan Calon :

WETEN o T Besmeiicaessne R R T R R
(Calon Bupati)
AR | " K aile s v L S R e
(Calon W.ikil Bupati)
NO KECAMA'T'AN JUMLAH PENDUKUNG
e T L PR :
3. A porsis PRI A A RN
| T A e ™, iR LA S A R N
A P R — e .
B oo e R A e A i At g
ol N
T N R g
M s RS, B i, =
10. s
I R Y AT . R sk
12| »
B s s s v an :
dan seterusnya. ;
JUMLAH KECAMATAN . ........ snsssiissisiyins | JUMBAH TOTAL t v )
Diterima & v.onininisniii
Pada tanggal ....ocoviiiniiiiiiniin
Yang menyerahkin Yang menerima
................................................................ KPU Kabupaten Klaten
T, ) (OO - AT )

Keterangan .
Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

e




Contoh

[ Model B7.A - PKWK-KPU_|

‘"TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010 : '

Desa/Kelurahan *) R TN N IR, .
Jumlah pendukung M i i i A A B R VRS R Aot SO S e )

Dukungan terhadap Pasangan Calon :

Nama Clcod oo R R P Py YL st

Nama b e i
(Calon Wakil Bupati)

ORI o i iasaisi.

TR EANBERT G i

Yang menyerahkan Yang menerina
F L)
PPS Dest/KEMmhan®) caciims i
AL = el T L S N =S SRS ot o0 S S T S BN )

Keterangan :

®

* ) coret yang tidak diperfukan




Contoh
[ Model B7.8 - PKWK-KPU
' TANDA TERIMA
) Telah diterima berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Partai
Politik/Gabungan Partai Politik/Perscorangan®)
Voo Pt BBy e e i e e dan
2. Partas ¥ v S R . ] dan
5. Partas **) o SR SR e e s e dan
B RO N e g b T T R S s W R R dan
5. dan seterusnya :
Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang diajukan adalal :
I, Calon Bupati L S U g e .
2. Calon Wakil Bupati SRR SR R R
Adapun berkas yang telah diterima sebagai berikut :
i ' NO , URAIAN PERSY/ RATAN JENIS FORMULIR KETERANGAN
II & —= =t S e = N
2,
t i ql S e e e S e i e
4, b i
5.
. i o 1 —a
N
= o § .
0
R N Y T R
.
12
13, _ - :
14, | dan seterusnya
Ditertmedl sianmannansnais
Pada tangalill. i snnaa
| Yang menyerah<a Yang menerima
| R R B e e R e KPU Kabupaten Klaten
r
5 A NS T g ) ( )

Keterangan :
. *)coret yarg tidak diperlukan
i

#%3 coret bagi Calon Perseor:ngan.

=35




Contoh

| MODEL B 8 - PKWK-KPU |

SURAT P".RNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini ;|

a Nama B ol T i i A A R b SR M A BN SRR RIS £ BFA R BRI
b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat PR S S A Y o i S BN 0 B A o o R B R S M T R A

d Umur iy T b R s B S R R R R e

e. Jenis kelamin T P ey S Ao SN Jr st Mool g

menyatakan dengan sebenarnva bihwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap
pasangan ealon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

|. Calon Bupati e Y PP A BT G A

2. Calon Wakil Bupati D e A S P B RN oA

PRl o cpmi sl
Padi tanggal ....v..c i

Yang membuat pernyataan

=26 -



. Contoh

MODEL BA-PKWK-KPU

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN KEKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKIINGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN ‘WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Padiahart DU oo covens ANGEAL i DUIAR s oo tahun dua ribu sepuluh
Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanal-an verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah
dukungan bakal pasangan calon Perscorangan Bupalti danWakil Bupati Klaten. atas nama :

I Bakal Calon Bupati
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan  vara, bertempat di :

Desa/Kelurahan*)

...........................................................................................

T R R S A S S
Kabupaten : Klater
Provinsi s Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut : :

a. memeriksa kelengkapan adm nistrasi dukungan bakal pasangan calon,

b. melakukan veririkasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sural
keterangan tanda pendud ik masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan®) ............

¢. membatalkan dukungan denga 1 cara mencoret nama dukungan, apabila

) ditemukan nama dukungan panda;

2) ditemukan nama penduk.ng dengan identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi;

3) dalam surat dukungan tidaX terdapat tanda‘tangan atau cap jempol pendukung;

4) ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda
penduduk atau nomor su..it identitas kependudukan ditemukan sama berulang-ulang dengan
nama pendukung yang berbeda-beda;

3)  surat dukungan. kolektif' tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas
dokumen tersebut tidak 1nemenuhi syarat administrasi;

6) surat dukungan kolektif td k berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon atau salah satu
bakal pasangan calon;

7) dalam surat dukungan t:rdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi
lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan fidak memenuhi
syarat administrasi dukungan;

8) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam
fotokopi identitas kependudukan;

9)  fotokopi identitas ependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang
berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi/nama pendukung yang sudah
pindah tempat tingpal;

10) seseorang yang memberikan dukungan kepade lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon:

1) ditemukan nama pendukung yang sudah menin:zgal dunia;

12) ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

13) ditemukan nama dan 1anda tungan pendukung, tetapi tidak menuliskan alamat dan identitas
dengan lengkap:

14) ditemukan nama yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPIX, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas
Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajarc n kesekretariatan penyelenggara Pemilu;

-27-



I5) apabila dalam daftar numa pendukung terdapat nama yang belum genap berusia 17
(tujuh belas) tahun pada hari ¢an tanggal pemungutan suara dan belum pernah kawin.

d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasargan Bupati dan Wakil
Eupati yang dila'tukan PPS adalah sebagai berikut :

I Jumlah pendukung yang diajuk in bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

.................... Grathimieiiaidampniinsmisrirs sy OTARES

J

- Jumlah pendukung bakal pasa.gan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat

.................... R s S o O ORONRCORE OB RE ). 1
. Jumlah pendukung bakal pasazan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat

LS

TR P A e o R SUP Ay Py S P W (- . -
Rekapitulasi pendukung bokal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah di
verifikasi PPS dan fotokopi K'TP utau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir,

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

. | (satu) rangkap untuk pasangan calon;

. 1 (satu) rangkap untuk PPK:

. | (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten (tanpa lampiran)
. | (satu) rangkap untuk arsip PPS,

F LI RO —

.\
No Jabatan Nama Tanda Tangan

L. Ketua

2. | Anggota

tad

Anggola

Keterangan

*) Coret yang tidak diperlukan.

=98 .




MODEL BA 1-PKWK-KPU |

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REEKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini . vevvais REERY oy bulan ........ .. tahun dua ribu sepuluh Panitia
Pemilihan Kn.mnmlan LPI"‘M telah melaksanakan ver |hka=n d'm rekapitulasi terhadap -jumlah
dukungan bakal pasangan calon I‘us;umn;,:tn Bupati danWakil Bupati Klaten, atas nama :

YoBakil COlON BB  Lcniimviisnisssioss essisesisiionsss
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

............................................................

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

BBORMEIENN A, 57 s llainhie e s on e S R S S s s S S e e
Kabupaten  : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam wverifikasi dan rckapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

3
a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari |
(satu) bakal pasangan calon P apati dan Wakil Bupati Klaten.

b. menerima masukan dan infornasi mengenai manipulasi dukungan,

¢. membatalkan dukungan derpan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya

seseorang yang memberikan Jukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan
adanya informasi manipulasi dukungan.

d. meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi duknngan yang terlewatkan ketika
dilakukan proses verifikasi oleh PPS.

e. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulesi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

I. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

AL S S O DN orang,
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat
3

. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
it e e R
Rekapitulasi penclukung, (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU) bakal pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat
keterangan tanda penduduk seb: gaimana terlampir.

.20 .




Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada °

L. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK,

No Jabatan Nama Tanda Tangan
1. | Ketua ( )
2. | Anggola ( }
3. | Anggota ( )
4. | Anggota ( )
5. | Anggota
................................................................................. Foisssscisiimisbini)
L
.\I

Keterangan

*) Coret yang tidak diperlukan.

-30 -



Lampiran Model BA1-PKWK-KPU

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI JUMLAH DUKUNGAN
TINGKAT KECAMATAN

BAKAL CALON WAKIL BUPATI

BAKAL CALON BUPATI

FEECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KLATEM
1 JA'V A TENGAH

NO

DESA

JUMLAH

PENDUKUNG

JUMLAH
PENDUKUNG
MEMENUHI
SYARAT

JUMLAH
PENDUKUNG
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

KETERANGAN

o tos = oy (e |8 j (ka | —

16

17

|18

19

20

JUMLAH

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN @ i

NO.

JABATAN

NAMA

TANDATANGAN

KETUA

[

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

wn | B | R

ANGGOTA

-31-




Contoh

MODEL BA 2-PKWK-KPU

BERITA ACARA
" VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH
KPU KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini ..o tANGEAL i DBIBR - iviwiiniaiineins tahun dua ribu
sepululh KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah
dukungan bakal pasangan calon P :rseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, atas nama :

|. Bakal Calon Bupati E e eV SR R
2. Bakal Calon Wakil Bupati : ... ..o,
dalam rapat KPU Kabupaten Klaten, bertempat di :

Kabupaten  : Klaten

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rckapitulasi, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut -

a, memeriksa dukungan bakal pisangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari |
(satu) bakal pasangan calon Bu pati dan Wakil Bupati Klaten.

b, menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.

¢. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya
seseorang vang memberikar dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan
adanya informasi manipulasi dukungan.

d. meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika
dilakukan proses verifikasi oleh PPK.

e. melakukan rekapitulasi jumlab dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rels pitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil
Bupati yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung vang diaj.kan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

ra

. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
O e ST | WRURORROORRT O S .- . | 2

Rekapitulasi pendukung (Lampiran Mode. BA 2-PKWK-KPU) bakal pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Klaten vang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat
keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.




Demikian Berita Aca:a dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten.
 J
Berita Acara disampaikan kepada :
- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.
No Jabatan Nama Tanda Tangan
', | Ketua
0 U on )
2, | Anggota
.................................................................................. Eiissisababamsinninsatgoneari)
3. | Anggota
................................................................................. 1L S S S G
4, | Anggota
e T )
| 3. | Anggota
B | T i it SR W . 90 (LR SO -, )
_\
r
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[ Lampiran Model BA2-P'CWK-KPU

RERAPITULASI HASIL VERIFIKASTIUMLAH DUKUNGAN
DAN PENGHTTUNGAN JUMEATTSYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

BAKAL CALON WAKIL BUPATI e

TINGKAT KA JUPATEN

......................................................................

BAKAL CALON BUPATI Ry T e
KABUPATEN s KLATEN
PROVINSI Y IAWA TENGAH

A, REKAPITULASI HASIL VE'UFIKASI JUMLAH DUKUNGAN

NO

RECAMATAN

JUMLAH
JUMLAH PENDUKUNG

FENDUKUNG MEMENUII

SY ARAT

JUMLAH

PENDUKUNG TIDAK | KETERANGAN
MEMENUHI SYARAT

WO e | = jon |us |5 i (b | —

—

~d

s

19

JUMLAH

PENGHITUNGAN JUMLAH SYA

RAT DUKUNGAN

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH JUMLAH DUKUNGAN
DUKUNGAN YANG MEMENUHI
MINIMAL 3% SYARAT

KETERANGAN

CURKLIP KURANG

1.461.802

43.854 %

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NO.

JABATAN

NAMA

TANDATANGAN

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGUOTA

3d-




Pas foto
4x6cm

Contoh

| Model BB 1~ PKWK-KPU |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2011

. Nama

........................................................................

2. Tempat dan tanggal lahir/umur O, ), . | Cove N SR B ARG Fvaiod Tahun
I Alamat tempat tinggal L e ————
T R s S W TS
PCRERIRE L T B e e v b R IR SO e e et
6. Status Perkawinan :a. Belum/sudali/pernah kawin *’

b Namn BUBUENT 5 e sissiiig ™)
*) Catatan : cerai/meninggal
c. Jumlah anak .......... ciiiinsenie.. OFANG

d. Nama keluarga kandung

............................................

7. Pekerjaan A R s R S B Y S SR R R

8. Riwayat Pendidikan S e A e S R e e TS e e

B s e s R L T i S e S R

s oips s o s B R TR A ST s

B vonmm e AR R S S MR R

 — =1 ECN R S

IWERBEORREIISBRE PP). e s S e s e e e

10. Riwayat Pekerjaan dan alamal 1 ...eeiiiiiiiirseeieessssnrnnsssensnyenssssesensesnsssen st
pekerjaan

B Dllisdgns ¥ ' 3 naareenniaiiies T R s sl (N (0

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dn Wakil Bupati Kleten Tahun 2010, dari
Porseorangan/Partai Politik/Gabunyan Partai Politik*), sebagaimana dinaksud dslam Pasal 58 huruf n
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Per gangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

DIBUBtAi ..isiisnsiaiiig
Pada tanggal ...

Calon Bupati/Wakil Bupati*’ Klaten

Meterai
Rp. 6.000




Gabungan Pimpnan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :
Partai Politik yang mengajukan pasangan calon

[artai ...... R i e el

Ketua Sekretaris

Ketua Sekretaris

Keterangan :
1.*' coret yang tidak diperlukan.

2. *%)  memuat penjelasan tentang beniuk/jenis, alamat dan jangka waktu
3, ¥**) coret bagi Calon Perseorangsm
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak olu'lz calon yang bersangkutan.
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Contoh

| Model BB 2 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MINJABAT SEBAGAI BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTAY)
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawalh ini ;

a. Nama .

b. Jenis Kelamin

c. Pekerjaan b B A RS Y Ba A A i s bR S i
d. Tempat dan Tanggal Lahit/Umur R RS i TR dakianeniissaisieol sois withon 1 EUNTREN

e. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*' Klaten Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota *' selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syar:t pengajuan pasa gan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perscorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf o | ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di R
Pada tanggal

Yang membuat pernystaan
Calon Bupati/Wakil Bupati *' Klaten

Meterai
Rp. 6.000

Keterangan :
*!Coret vang tidak diperlukan.

3%
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Contoh

[ "Model BB 3 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Jenis Kelamin

¢. Pekerjaan

d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : N e e = - T 0 o NI (s,
Agama

f.  Alamat tempat tinggal T R P TP eTppe PR LT LT

P T T LT L L L R R R R L L

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha E:a sesuai dengan agama
yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ‘ni dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuian syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun  2010.dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a (Indang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di R [
Pada tanggal .

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati * Klaten

Meterai
Rp. 6.000

Keterangan :
*! Coret yang tidak diperlukan.

.



Contoh

[ Model BB 4 - PKWK-KPU |

; SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPAD'A PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONLSIA
TAHUN 1945 DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.  Nama

b. Jenis Kelamin

¢, Pekerjoan U s s o R I B SRS At g oo R T R T F TPl
d.  Tempat dan Tanggal Lahiv/Umur 1 . N — PSR ot oy L /rovivnes Tahun
e.  Alamat tempat tinggal e s

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Hupali*’ KKlaten Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, sctia kepada Pancasila scbagai Dasar Negara, Undai g-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1943 dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnyn untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati din Wakil Bupati Klaten Pamilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
husuf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Unrum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di e GG R
Padatanggal : ...

Yang membuat pernyataan
__Calon Bupati/Wakil Bupati *' Klaten

Meterai
Rp. 6.000

Keterangan :
|. * coret yang tidak diperlukan,
. 2. - yang dimaksud dengan “set'a” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak
pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- yang dimaksud dengan “seti: kepada Pemerintah™ dalam ketentuan ini adalah yang mengakui Pemerintah
yang sah menurut Undang-Undan;; Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
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|~ Model BB 5 - PKWK-KPU |

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN LEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI

"

Tim Dokter Pemeriksa Khisus kemampuan jasmani dan rohani menerangkan bahvsa :

a. Nama
b. Jenis Kelamin PP R R RN RSP PRSP O RORR P SRR 1o
¢. Tempat dan Tanggal LahivUmur 3 s avosssisiseilassiosss TEMUN

d. Alamat tempat tinggal

LgesaEEtsanaEssseranEeny

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon
Bupati/Wakil Bupati*) Klaten atas numa :

...............................................................................................................................................................................

dinyatakan sehat jasmani dan :uh.unfs;lmt jasmani dan tidak sehat rohani/tidak s:hat jasmani dan sehat
ronani/tidak sehat jasmaii dan tidak sehat rohani*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati  Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘EH
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 12 Fahun 2008 tentang Perubahan Keiua atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 nyu: (2) huref b Peraturan Pemerintah Nomor ﬁ
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di 0 A
Pada tanggal .o

Tim Dokter Pemeriksa Khusus
KETUA,

*) Coret yang tidak diperlukan.

- 40 -



Contoh

| __Model BB 6 - PKWK-KPU |

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG'

11501 ¢ o O S
Ketua Pengadilan Negeri . ...... SRR - 5. . oW} rmenerangkan bahwa :
a.  Nama
PR - T - A AR SR Sl e £ S SR S
c. Pekerjaan S DR s
d. Terpat dan Tangal LablsfUniul 5 csisimssimansisiiinsasimsssinsmiisi st Tahun

e. Alamat tempat tinggal

berdasarkan hasil pemeriksaan cateton tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*)
Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, atas nama :

.......................................................................................................................................................................

tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan danfatau secora badan hukum yang menjadi tanggung
Jowabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenagnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Unium Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di B SR St b mereres
Padatangeal oo s

Ketua Pengadilan Negeri

Keterangan :
*! Coret yang tidak diperlukan,

-4] -
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[ Model BB 7 - PKWK-KPU |

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan TinggiMinga*) .o, T R
menerangkan bahwa :

a. Nama

b. Jenis Kel.émin

c. Pekerjaan R S A T PR AR B O S R NS S AT AR
d. "Fompatdsh TAAREal LARITUMIF ¢ ucmmmimimasmsmesmssssinmsionimimmimsigossil sy LU
e. Alamat tempatl tinggal T T YT o o e o e e

........................................................................................................

berdasarkan hasil pemeriksaan teihadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, atas nama :

...............................................................................................................................................................................

dinyatakan tidak sedang dalam kead-an pailit. .

Demikian surat keteranga 1 ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati dar Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupat. Klaten Tahun
2010, dari Perseorungan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Caoerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemeri itah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahi i Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerali dan Peraturan Komisi Pemi than Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis lata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepal: Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di R e
Padatangeal oo

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga*)

......................................................................

Keterangan :
*! Coret yang tidal. diperlukan.
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| Model BB 8 - PKWK-KPU |

SURAT KETERANGAN

I T 1 o s wirmang o B G A SRR T B

Ketua Pengadilan Negeri/T ngi%) i s
menerangkan bahwa :

a. Nama e Y TR N R SR R TR s RN LRSS RO

b. Tempatdan Tanggal LANIUME" | ocasmmmmmismnmsmsnmppsressssssmnsesosd sysses 1SN
¢. Kehangsaan

d. Jenis Kelamin TSR s o Y L VO e AP N e R
¢, Peketjaan e R S L

[, Alamat tempat tinggal

Berdasarkan penelitian, sama te sebut pada saat ini :
a. Tidak pernah dijatuhi pidma penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
. b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan lemu pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap:
c. Tidak pernah dipidana pnjara karena melakukan “tindak pidana makar berdasarkan putusan
i pengadilan yang telah men peroleh kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
svarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari
Perseorangan/Partai Politik/Gabung: n Partai Politik®), seba zair1ana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan g
Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 1008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan P emerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pe IL‘L‘H'LFI m Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Peraturan Kom'isi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 1<epala Daerah.

Dibuat di R, .
Pada tanggal @ .

Ketua Pengadilan Neger thmu,: *)

..........................................................

keeterangan !
+ Coret yang tidak diperlukan.

-



Contoh

| Model BB 9 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI
PENJABAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)

Yang bertanda tangan di »awah ini :

4. Nama

.....................................................................................................

b Teoipaldan  TAngRab LahirfUmir ¢ casaiimimmsismi s it e Tahun
c. Jenis Kelamin

------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Pekerjaan

7]

Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bal wa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat
Gubenur/Bupati/Walikota*) ............

...................................................................................

Demikiun surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politlk*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf p Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf p Peraturan Pemerintah
Nomor 6 tentang Pemilihan, Penges:han Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepal: Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Dibuat di N e O

Pada tanggal ... e R e

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *' Klaten

Meterai
Rp. 6.000

Keterangan |
t vang tidak diperlukan.

* |
0
o
—

]
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| Model BB 10 - P{WK-KPU |

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR s

‘Kepala Desa/Kepala kelurahan” ....cccovvovvcriiivninninn, Kecamatan
Kabupaten/Kota™ ........o.ccovevvemrinrionnon. PRINIAEL comsmovemssmmmmenmvssmrspepmenimes: | |

...............................

Menerangkan bahwa |
a. Nama lengkap
b, Tempat dan tanggal Lahir/umur
¢. Jenis Kelamin © Laki-laki/Perempuan”
d. Agama
¢. Pekerjaan

R R R R TR RSN II

ROPORIE DPCTTRRe J 11111
....................................................................................................
....................................................................................................

£ Alamat tempai linggal

....................................................................................................

'
adalah benar berternpat tinggal di Desa/Kelurahan™ .........cooovivvevenenr s sssesisnso, Kecamatan
, L " .
Kabupaten/Kota” SO I W I Provinsi
)
.......................................... cisimirnres GOTEIT OO KT wiiiaimamnomismmiiaimsmmmiivin o

Demikian surat Keterango 1 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Bupati dar Wakil Bupati  Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2010, dari Perseorar aan/Partai Politi/Gabungan Partai Politik*®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayal
(1) hurut ¢ Peraturan Komist Pemil’han Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepali Dacrah dan Wakil Kepala Daerah,

.................................. PSR RSO T S || |
Kepala Desa/Lurah’

Ieterangan :
4

Coret yang tidak diperlukan,



Contoh

| Model BB 11 - PKWK-KPU |

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYERAHKAN DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI
DAN UNTUK DIUMUMKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

.....................................................................................................

b. Tempatdan Tanggal LAMABUMUr 0 i a i e masiaibais s diaiavia Tahun

c. Jenis Kelamin

......................................................................................................

d.  Pekerjaan

......................................................................................................

e, Alamat tempat tinggal i

......................................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, borsedin menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan untuk divmuomkan,

Demikian surat pernyataar ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari
siapapun, untuk dapat digunakan scoagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati  Klaten
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati k laten Tahun 2010, dari\Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai
Politik*). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomaor 68 Tihun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Ke »ala Daerah.

Dibuat di B P o
Padgtanganl s

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*' Klaten

Materai
Rp. 6.000

Keterangan :

il
] i .
*' Coret vang tidak diperlukan.
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Contoh

[ Model BB 12 - PKWK-KPU |

Kepada Yth.
Perihal : Pemberitahuan Pimpinan DPR/DPD/DPRD*)
Di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di b.wah ini:
a. Nama
b e Belaming 0 0 U ek D R N, RO —
¢. Jabatan . Anggota DPR/DPD/DPRD*) ...cooiviiviiiiinnininns S
d. Tempat dan Tanggal Lahir/umus 5 L T v W s B e Tahun

e, Alamat tempat tinggal

......................................................................................................

......................................................................................................

memberitahukan  kepada Pimpitan  DPR/DPD/DPRD*)

bahwa saya mencalonkan diri sebag ii l’.-tUmtia’Wakil Bupati*) I(Iai.en Pemilu Bupati dan Wi kil Bupati Klaten
Tahun 2010, masa jabatan tahun 200 sampai dengan 2015. A

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syaral
pengajuan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupeti dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010,
dari Perseorangan/Patai Politik/Gabungan Partai Politik*), scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3)
huruf i dan ayat (5a) huruf g Undan .-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 1 :ntang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 68 Taliun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daer ih.

Dibuat di
Pada tanggal

................................

................................

Calon Bupati/Wakil Bupati *' Klaten

Keterangan
*I Coret yang tidak diperlukan.
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Contoh

Model BB 13-PKWK-KPU

SURAT KUASA

.Nln“.“r T T T P T ST PP TP P TP PP T I LT S TR TR T

Yang bertanda tangan di bawah ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari

PBI"SEOI'HI'I.g[I n.

Nama I A SR Py e e e

(Culon Bupati)

Nama VN VI R s geret e e Y ey

Kepada :

BRI 0 e e e R R

Tonpetoan TRRREAL LARISIRNNE. & oot st s s s vt asiroh | Tahun

Alamat tempat tinggal

Jabatan i Tim Pasangan Calon Perseorangan Desa/KKelurahan®)

----------------------------------------------------------------------------------------------

kKhusus untuk ;

b,

d,

menverahkan daftar dukungan persyaratan (Lampiran | Model BI-PKWIK-KPUY);
menyerahkan fotokopi KTP atau urat keterangan tanda penduduk (Lampiran 3 Model B1-PKWK-KPU);

menerima Tanda Terima penyerahan dukungan persyaratan dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda
penduduk (Model B 7.A-PKWK-KPU),

koordinasi dengan PPS/petugas verifikasi menghadirkan seluruh pendukung di lokasi dan waktu yang
ditetapkan oleh PPS/petugas verifikasi untuk dicek  kebenaran dukungannya, apabila PPS/petugas
verifikasi melakukan verifikasi .. ktual secara kolektif}

menerima Berita Acara hasil veritikasi oleh PPS (Formulir Model BA-PKWK-KPU),

menyampaikan Formuliv sebagaimana dimaksud huruf ¢ dan huruf e kepade pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten dari perseorangan yang memberi kuasa,

Demikian supaya yvang bekepentingan menjadi maklum.

Dibimatidl Hemeesmersmrmaes
Pada tanggal
Yang memberi kuasa :
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Materai
Rp. 6,000
{im i e 3 R e e o LA Ay A |

Yang diberi kvasa:

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu



B e N~~~ DS [ i Tt Sy s

Contoh
Model BB 13.A-PKWK-KPU
h SURAT KUASA
-
. 1 1] Tl TR e L T B Ry I
Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari
Perseorangan :
' (Calon Bupal)
Nama B S B R A R R
(Calon Wakil Bupati)
. MEMBERI KUASA
Kepada .
a, Nama o o YA PR 7 RO o Pty N PRI R P £ MBIV Lo BR AP R PR
b. Tempat dan Tanggal Lahiv/Uniur i o L W e R e T L S el Fiscinie: Tahun
¢.  Alamat tempat tinggal R R B e e s
d.  Jabatan . Tim Pasangan Calon Perseorangan Kecamatan
Khusus untuk : X
L a.  menerima Berita Acara hasil verifikasi oleh PPK (Formualir Mocuel BA. [-PKWK-KPUY;
b.  menerima Lampiran Berita Acira hasil verifikasi oleh PPK (Formulir Lampiran Model BA,1-PKWK-
KPU);
c. menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten dari perseorangan yang memberi kuasa, untuk keperluan pendaftaran pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati | .laten dari perseorangan.
Demikian supaya yang berepentingan menjadi maklum.
Dibuat di N R B4
Pada tanggal ...
Yang memberi kuasa :
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
i Materai
Rp. 6.000
-~
( ) b R R R e e S )
L]
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SLRAT KETERANGAN

INOMOT § crasrassensarsssasssissasanens rrnrasessance "
Yang bertanda tangan di bawal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas ........ S P AT
.................................................... st erenesseenessreeiesesennss MENErangkan bahwa
B NBIMB 0l et s s eSS BT 11 R RE S ER b ATb0
b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umu - 1 ¢ s e iz Tahun
¢. Kebangsaan ) R e gpemasosgh R SR S i
d. Jenis Kelamin v S T A AR S S ST GO TV AR RO RO

e.  Pekerjaan

f.  Alamat tempat tinggal

......................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009.

3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 bahwa
surat keterangan dari lembaga nsyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana
ditsaksud pada ayat (1) hural n. dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling
sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon.

3. Berdasarkan Keputusan Komis: Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Taiun 2010 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2010 bahwa waktu pend: [taran calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tanggal 2 sampai dengan 8
Juli 2010,

Berdasarkan penelitian, nam1 tersebut di atas pada saat ini :

a. telah menjalani pidana dan hukuman seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung®) .. .. SR NOMOE +vevrevevssrsssrereeneneen. dan telah dibebaskan pada
L 13071 71 R Bulan oosaniinarmmt U s ”
dengan bebas murni berdasarkan ...,

b. berdasarkan penghitungan waktu bebas murni sebagaimana dimaksud huruf a (tanggal ........... bulan
.................................. (AN o) sampai dengan waktu mendaftarkan Bupati dan Wakil Bupati

Klaten tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2010, hukuman mantan narapidana tersebut di atas sudah selesai
dijalani, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Surat keterangan ini dibiat dengan sebenarnya nntuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
s:arat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai
Politik*), sebagaimana dimaksud lalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009 tentang Ped yman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di T e TR P e
Pada ARl s

Kepala Lembaga Pemasyvarakatan

Keterangan :
* Coret yang tidak diperlukan.
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SURAT KETERANGAN
-
131 T8 RSP I E P Ny S sty
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Surat Kabar ...,

menerangkan bahwa :
a.  Nama O PSSR PR S = % S —————
b.  Tempat dan tanggal lahir/umur Ve e R R s s TR R
c. Kebangsaan Y T T R I s R e
d.  Agama SR A A VR A T R S PR T
e. Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)
f. Pekerjaan S R i AT .

g, Alamat tempat tinggal R AT s B AR A P R ST s

..............................................................................................

berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut di atas pernah memasang iklan pengakuan dan/atau
pemberitahuan secara terbuka dan jujur mengemukakan ka‘?ada publik bahwa dirinya adalah mantan
narapidana, !

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabunpan Partai
Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huwuf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoiman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

Pimpinan Surat Kabar

Keterangan :
*! Coret yang tidak diperlukan.

e
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[ Model BB 14.B-PKWK-KI’U

SURAT KETERANGAN

Kepolisian Negara Republih Indonesinn e e meneraangkan bahwa

i R e

by Fempant v tanoeal Tahivdmmn VS OSSO R . 111111
¢ Rebangsaan B R e s e e L i ot T amm e s e
d. Agama S g T S R Py oA T
e lenis Kelamin o Laki-laki/Perempuan®)

L0 SRS o DN L e i s e RS
g Adamat temypat tinggal B R R A R T S T e T

L R I T o I S e S T T PP

Berdasarkan penclitian, mntan navapidana dengan nama tersebut di atas bukan sebagai pelaku
Rejahatan vang berwlang-ulang,

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
svarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai
Politik®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)  horol ¢ Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daeral,

Dibuat di R e
Pada tanggal

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Cap
RS i S SR S <N )
heterangan :
“Coret yang tidak diperlukan.
T



	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf
	NPSCN_006.pdf
	NPSCN_007.pdf
	NPSCN_008.pdf
	NPSCN_009.pdf
	NPSCN_010.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_012.pdf
	NPSCN_013.pdf
	NPSCN_014.pdf
	NPSCN_015.pdf
	NPSCN_016.pdf
	NPSCN_017.pdf
	NPSCN_018.pdf
	NPSCN_019.pdf
	NPSCN_020.pdf
	NPSCN_021.pdf
	NPSCN_022.pdf
	NPSCN_023.pdf
	NPSCN_024.pdf
	NPSCN_025.pdf
	NPSCN_026.pdf
	NPSCN_027.pdf
	NPSCN_028.pdf
	NPSCN_029.pdf
	NPSCN_030.pdf
	NPSCN_031.pdf
	NPSCN_032.pdf
	NPSCN_033.pdf
	NPSCN_034.pdf
	NPSCN_035.pdf
	NPSCN_036.pdf
	NPSCN_037.pdf
	NPSCN_038.pdf
	NPSCN_039.pdf
	NPSCN_040.pdf
	NPSCN_041.pdf
	NPSCN_042.pdf
	NPSCN_043.pdf
	NPSCN_044.pdf
	NPSCN_045.pdf
	NPSCN_046.pdf
	NPSCN_047.pdf
	NPSCN_048.pdf
	NPSCN_049.pdf
	NPSCN_050.pdf
	NPSCN_051.pdf
	NPSCN_052.pdf
	NPSCN_053.pdf
	NPSCN_054.pdf
	NPSCN_055.pdf
	NPSCN_056.pdf
	NPSCN_057.pdf
	NPSCN_058.pdf
	NPSCN_059.pdf
	NPSCN_060.pdf
	NPSCN_061.pdf
	NPSCN_062.pdf
	NPSCN_063.pdf
	NPSCN_064.pdf
	NPSCN_065.pdf
	NPSCN_066.pdf
	NPSCN_067.pdf
	NPSCN_068.pdf
	NPSCN_069.pdf
	NPSCN_070.pdf
	NPSCN_071.pdf
	NPSCN_072.pdf
	NPSCN_073.pdf
	NPSCN_074.pdf
	NPSCN_075.pdf
	NPSCN_076.pdf
	NPSCN_077.pdf
	NPSCN_078.pdf
	NPSCN_079.pdf
	NPSCN_080.pdf
	NPSCN_081.pdf
	NPSCN_082.pdf
	NPSCN_083.pdf
	NPSCN_084.pdf
	NPSCN_085.pdf
	NPSCN_086.pdf

